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P U TU SAN

NOMOR :  27  /  G /  2010  / PTUN — PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak ,  yang  memeriksa ,  

memutus  dan  menyelesa lkan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  Tingkat  

Pertama  dengan  acara  biasa ,  te lah  menja t u hk an  Putu s a n  s eb a g a i  

ber i k u t  da l am perka r a  an t a r a ;   

ABDUL  AZIS  bin  H.  ABDURRAHMAN,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Pekerjaan  Swasta ,  bertempat  t ingga l  di  Jalan  

Pari t  H.  Husin  II  Komp.  Merant i  Indah  Blok  

F/18  Rt. .  004/Rw.  023,  Kel .  Bangka  Bel i tung ,  

Kec.Pont ianak  Selatan ,  Kota  Pont ianak  

Selanjutnya  disebut  

sebagai ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PENGGUGAT-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal am  ha l  in i  member ik an  Kuasa  Kepada  

1 .  RIZAL  KARYANSYAH,  SH. ,  2 .  JUNAIDI ,  

SH. .MH. ,  Peker j aan  Advok a d  d a n  

Pe n a s e h a t  hukum ,  k e d u a - du a n y a  

berkewarganegaraan  Indonesia  yang  berkantor  di  

Jalan  Perint i s  Kemerdekaan ,Komp.Gerbang  

Permata  Ast i  Blok  B.1  Pont ianak ,  

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Tettangga l  23  

Agustus  

2010  ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,  y an g  

berkedudukan  di  Jalan  Daeng  Manambon No.  12  

Mempawah  yang  dalam  hal  in i  memberi  Kuasa  

kepada  1.  NUZ1RMAN, A.Ptnh .  2 .  MAWARDI,  S.  

Sos .  dan  3.  GUSTI  IDRIS,  SH.  Ketiganya  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  pekerjaan  Pegawai  

Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pont ianak    

berdasarkan  Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Togas  noses  No.O9/ST- 61.02 /1X/2010  Tanggal  

01  September  2010 ,  untuk  se l an ju i n ya  

di s ebu t  sebaga i  ;—TERGUGAT-

TAMBOK BOW,  SH,  Kewarganegaraan  Indonesia  ,  Pekerjaan  Swasta ,  

Beralamat  di  Jalan  Husein  Hamzah  Komp.  Griya  Jawi  

Permai  A/7  Pontianak.  Yang  dalam  hal  in i  

menyerahkan  kuasanya  kepada  VIDELIS  MUSTAHIR,  

SH,  Advokat/Penasehat  Hukum yang  berkantor  di  Jalan  

Kom Yos  Sudarso ,  Gang Matan.  V No.  185  Pontianak.  

Berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Tertanggal  19  

Oktober  2010  Yang  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i :  ;  TERGUGAT II  INTERVENSI I

YULIANTI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker jaan  Runiah  Tangga,  bertempat  

t ingga l  di  Jalan  Dusun  Cendrawas ih ,  RT.003,  

RW.013,  Desa  Sungai  Kakap,  Kecamatan  Sungai  Kakap,  

Kabupaten  Kubu  Raya  yang  d i s e b u t  seb a g a i  ;  

- - TERGUGAT I I  INTERVENSI 2

MASUDI,  Kewarganegaraan  Indonesia ,  pekerjaan  Petani /Pekebun,  bertempat  

tinggal  di  Jalan  Dusun  Selah,  RT.002,  RW.01,  Desa  

Durian,  Kecamatan  Sungai  Ambawang,  Kabupaten  Kubu  

Raya,  yang  disebut  sebagai  ;—

TERGUGAT I I  INTERVENSI  3 - -

JIJMAEN,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  pekerjaan  Petani ,  bertempat  

t inggal  di  Jalan  Dusun  Se l a h ,  RT. 0 0 2 ,  

RW.01 , D e s a  Dur i a n ,  Kec .  Sung a i  

Ambawang,  Kabupaten  Kubu  Raya,yang  disebut  

sebagai ;

TERGUGAT II  INTERVENSI 4

INDRA PRIBADI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  pekerjaan  Swasta ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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bertempat  t ingga l  di  Jalan  Tanah  Raya,  

RT.004,  RW.02,  Desa  Durian,  Kecamatan  Sungai  

Ambawang,  Kabupaten  Kubu  Raya,  sebaga i  

pihak  ; - -  - - - - - - - -  TERGUGAT  I I  

I NTERVENS I  5  - - - - - -

Dalam hal  ini  Tergugat  II  intervens i  2 sampai  

dengan  5 te l ah  member ikan  Kuasa  kepada  ANWAR, 

SR,  Kewarganegaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

htdones ia ,  pekajaan  advokat /pengaeara  yang  

beralamat  di  Pant  Bugis  No.87 ,  Arang  Limburg,  

Sungai  Raya,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  

Ter tangga l  17  Desember  2010 , y ang  untuk  

se lan ju tnya  Tergugat  II  Intervens i  1  sampai  

dengan  5  disebut  juga  sebaga i ; - - - - PARA 

TERGUGAT I I  INTERVENSI- -

Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak  tersebut ;

1) Telah  membaca Surat  Penetapan  Ketua  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  

Pontianak  Nomor :  27/G/2010 .PTUN.PTK,  ter tangga l  31  Agustus  2010  

Tentang  Penunjukkan  Majel i s  Hakim yang  memeriksa ,  memutus  dan  

menyelesa ikan  perkara  tersebut  ;

2 ) T e l a h  memb a c a  S u r a t  P e n e t a p a n  K e t u a  Ma j e l i s  

Ha k i m  N omo r  :27 /Pen /PP /G/2010 /PTUN- PTK,  ter tangga l  2  

September  2010  ten tang  Pemeriksaan  Pers iapan  ;

3 ) T e l a h  memb a c a  S u r a t  P e n e t a p a n  K e t u a  Ma j e l i s  Ha k i m 

N omo r :  27/Pen/ f1S /G/2010 /PTUN- PTK, ter tangga l  23  September  

2010  tentang  Pers idangan  yang  Terbuka  Untuk Umum ;

4) Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Pont ianak  Nomor :  27/G/2010 .PTUN.PTK,  ter t angga l  15  Desember  

2010  Tentang  Pergant i an  susunan  Majel i s  Hakim dan Pani tera  

Penggant i  yang  memeriksa  ,  memutus  dan menyele sa ikan  perkara  

ter s ebu t  ;  

0) Telah  memeriksa ,  mempelajar i  bukt i - bukt i  sura t  dan mendengar  

Keterangan  Saks i Saksi

0) Telah  membaca  berkas  perkara  bersangkutan  beser t a  lampiranya  

yang  terdapa t  didalaminya  ;

TENTANG DUDUICNYA PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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di daf t ar kan di  kepani t er aan Pengadi l an Tat a Usaha Negar a Pont i anak pada Tanggal  25

Menimbang,  bahwa sura t  gugatan  Penggugat  Tertangga l  25  Agustus  
2010  yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Agustus  2010  dengan  regi s t e r  Perkara  Nomor :27/G / 2010  PIUN-PTK 

dan te lah  diperbaik i  di

da l am per s i d a n g a n  pemer i k s a a n  per s i a p a n  yang  kemud i an  

d i s e r a h k an  kemba l i  ke  

p a n i t e r a
Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Pont i anak  pada  Tangga l  

23  September  2010  dengan  menstmtAtakan  alasan- alasan  gugatannya  
sebagai  berikut  ______________________________________________________

1. Bahwa Penggugat  adalah  Ahl i  Waris  dari  Ahnarhunt  B.  

ABDURRAHMAN bin  H.  BENU, yang  semasa  hidupnya  memptmyai  harta  

atas  beberapa  bidang  tanah  yang  merupakan  tanah  warisan  yang  

dikuasai  oleh  H. ABDURRAHMAN bin  H. BENU, dan sampai  sekarang  

dilanjutkan  atau  diteruskan  oleh  Ahli  Warisnya  yaitu  Penggugat
____________________________________________________________________

2. Bahwa tanah  Penggugat  sebagaimana  dimaksud  diatas  ter le tak  di  

Man Trans  Kalimantan,  Desa  Durian,  Kmamatan  Sungai  Ambawang,  

Kabupaten  Kubu Raya,  (dahulu  Kabupaten  Pont ianak)  dengan  ukuran  

Pankutg  400  depa  (720m)  dan  Lebar  150  depa  (270  M),  Leas  + 

194.400  nt 2,  dengan  batas- batas  tanah  sebagai  berikut  Utara,  

berbatasan  dengan  Sungai  Ambawang  dan  Kebun  Sagu  ;  Selatan ,  

berbatasan  dengan  kebun orang  japo

Barat ,  berbatasan  dengan  H. Benu  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

T i m u r ,  b e r b a t a s a n  d e n g a n  t a n a h  H . A .  
Ga n i  ; - - - - - - - - - - - - -

0. Bahwa  tanah  Penggugat  sebagaimana  dimaksud  diatas  asalnya  

diperoleh  berdasarkan  :— Surat  Jual  Bel i  tanggal  24  Apri l  1919;  

Surat  Penyerahan  tangga119  Februar i  1920;  Surat  Jual  Bel l  

tanggal  12  Oktober  1936.  ;  Kemudian  bidang- bi dang  tanah  

tersebut  merupakan  bagian  dari  Almarhum H.  ABDURRAHMAN bin  

BENU (orang  tua  Pengguga t )  berdasa rkan  :  - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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a. Surat  Keterangan  Perdamaian  dalam  perkara  perdata  No.  

20/1951.Perdata .  tanggal  9  Februari  1951,  yang  dibuat  

dihadapan  Panitera  Pengadi lan  Negeri  Pontianak  pada  tanggal  

19 November  1951. ;

b. Surat  Keterangan  Pembagian  Berdasarkan  Surat  Keputusan  

Perdamaian  dalam  Putusan  Perkara  Perdata  tangga l  15  

November  1951  No.  20/1951 .  Perdata  pada  Untold  3  Desember  

1951.  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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c. Sara  Kepoinsan  Kewarisan  No.  124/1972  tangga119  Desember  1972  

Pengadilan  Agama /  Mahkamah Syariah  Pantiasak.  ; _______________________

0. Surat  Penelapan  Pengadilan  Agana /  Mahkamah Syariah  Pontianak  No.  

46/1976  tentang  Penetapan  wads tanggal  23 Maret  1976.  ;

4. Bahwa alas  dasar  kepemilikan  tanah  bekas  milik  adat  dimaksud  diatas ,  

kemudian  pada  tanggal  14  Desember  2009,  Penggugat  mengajukan  

Permohonan  Hak  Milik  dan  selanjutnya  pada  tangent  11  April  2010  

Penggugat  menyampaikan  surat  perihal  informasi  alas  permohonan  tanah  

penggugat,  yang  kemudian  dit inf ink  lanjut i  dan  dijawab  oleh  Tergugat  

dengan  Surat  Nomor:  570- 65- 41.  13- 2010,  perihal  informasi  pada  tanggal  

27 Mei 2010 yang  ditujukan  kepada  Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  

bahwa  :-  Terhadap  objek  tanah  yang  dimohonkan  Sertipikat  Hak Milik  atas  

tanah  yang  berlokasi  di  Sungai  Ambawang,  Desa  Durian,  Dustm  Selah,  

sebagian  telah  diter t i bkan  Sert i f ika t  Hak Milik  otos  tanah.

0. Bahwa  berdasarkan  sura t  Tergugat  Nomor:  570- 6541.13- 2010  per iha l  

informas i  ter tanggal  27  Mei  2010  menyampaikan  bahwa  diatas  sebagian  

tanah  Penggugat  yang  dimohonkan  Sert ip ika t  Hak Milik  telah  diterb i tkan ,  

SHM berdasarkan  ajudikas i  yaitu  :  - - -

a. SHM No.  1591/Desa  Durian,  SU tanggi l  25 September  2007  No.  1257,  Luas  

1136  m2 a.n.  MASUDI.  Yang  diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  

2007.  ;- -

0. SHM No.  1599/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1256,  Luas  

5741  m2 a.n.  YULIANTI.  Yang  diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  

2007. ;

0. SHM No.  1601/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1258,  Luas  

1138  m2 a.n.  HASMAWADI. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19 November  

2007. ;

b. SHM No.  1602/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007 No.  1259,  

Luas  1139  m2 INDRA PRIBADI.  Yang  di t e r b i t k a n  pada  tangga l  19  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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November  2007. ;  -

c. SHM No.  1603/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1259,  Luas  

1141  m2 a.n .  TAMBUK BOW, SR Yang dite rb i tkan  pada  tanggal  19  

November  2007. ; ______________________________________________________

d. SUM No.  1604/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1261,  Luas  

1142  m2 a.n.  LENY Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19 November  2007. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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g .   SHM No.  1605/Desa  Dorian ,  SU ta nggal l  25  September  2007  No.  
1262,  Luas  1110  m2

an.  RAMLL A.  Yang  di t ab i t k an  pada  tangga l  19  November  

2007. ; _______________________________________________________________

 k.   SHM No.  1606/Desa  Mil i an ,  SU tangga l  25  September  2007  

No.  1263 ,  Luas  1113  m2

an.  ASUAN bin  Cu MIN.  Yang di te rb i t k an  pada  tangga l  19  
November

i .  SHM No.  1607/Dena  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  

No.  1264,  Luas  1116  m2 an.  JUMAEN. Yang  di t ab i t k an  pada  

tangga l  19  November  2007. ;

SHM No.  1608/Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  No.  

1265,  Luas  1122  m2 an.  SAMAT bin  NISAR.  Yang  di te rb i t k an  

path  tangga l  19  November  2007. ;

6. Bahwa  berdasarkan  swat  Tergugat  yang  disampaikan  kepada  

Penggugat ,  yaitu  Nomor  :  571145- 41 .13 - 2010  tangga l  27  Mei  

2010 .  Maka  se jak  tangga l  ter s ebu t  dimaksud  Penggugat  

mengetahui  adanya  hak  mil ik  yang  diterb i tkan  oleh  Tergugat  

sebagaimana  dimaksud  diatas ,  yai tu  secara  formal  diketahu i  

sejak  tanggal  27  Mei  2010,  dan  oleh  karenanya  Penggugat  

mengajukan  Gugatan  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan  

oleh  Undang- Undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  Undang-

Undang Nomor 5 Tainm 1986.

0. Bahwa  penerbi tan  Sert ip ika t  Hak  Milik  sebagaimana  dimaksud  

dalam posi ta  5 tersebut  diatas  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  dan  

tanpa  adanya  pemberitahuan  kepada  Penggugat  serta  Penggugat  

tidak  pernah  berhubungan  dengan  orang- orang  yang  namanya sebagai  

pemegang  hak  mil ik  dimaksud  dengan  demikian  t i ndakan  yang  

dilakukan  oleh  Tergugat  yang  te lah  menerbi tkan  Sert ip ika t  Hak 

Mil ik  dimaksud  diatas  te lah  menyalahi  ata l t  melangar  ketentuan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Undang- Undang  sebagaimana  dimaksud  diatas  telah  menyalahi  atau  

melanggar  ketentuan  Undang- Undang  sebagaimana  dimaksud  sebagai  

berikut :

7. 13ahwa keputusan  Tergugat  yang  telah  menerbitkan  Sert ip ikat  Hak 

Milik  sebagai  mans  dimaksud  pada  posi ta  5 diatas ,  sela in  te lah  

melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  posi ta  7  juga  

telah  diterb i tkan  dengan  cara  melanggar  Azas  Kecermatan  dan  

Azas  Kete l i t i a n  ser ta  dengan  melanggar  peraturan  perundang-

undangan  yang  ber laku  sebagaimana  dimaksud  oleh  ketentuan  

Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a  dan  b Undang- undang  Nomor  9  Tabun 

2004  tentang  Peradi l an  Tata  Usaha  Negara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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9 .    Bahwa agar  Peogguga t  t idak  deag i a .  lab i t  be im,  maim 
Penggugat  mohon kepada

Majel i s  Hakim Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Pontianak  yang  
memeriksa  dan mengadi l i

Perkara  in i  untuk  melakukan  Penundaan  ( s cho r s i n g )  ata s  
Ser t i p i k a t  Hak Mil i k

s eba g a imana  d imaksud  /  d i s e b u t k a n  da l am pos i t a  5  
t e r s e b u t  d i a t a s . - - - - - - -

berda s a r k a n   a la san  ter s ebu t  dia ta s ,  Penggugat  mohon  

kepada  Bapak  Ketua  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Pontianak  cq.  

Majel i s  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadi l i  pe r k a r a  i n i  un t u k  

member i k a n  pu t u s a n  s e b a g a i  be r i k u t  : - - - - - -  

D A L A M  P E N U N D 4 N  ( S C H O R S I N G )  ;  

Mengabulkan  permohonan  Penggugat  tentang  penundaan  (schors ing )  

atas  objek

1. SHM No.  1591/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1257,  

Luas  1136  m2 a.n.  MASUDI.  Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  

November  2007. ;

2. SHM No.  1599/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  

1256,  Luas  5741  m2 an.  YULIANTL Yang diterbi tkan  pada tanggal  19  

November

3. SHM No.  1601/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1258,  

Luas  1138  m2 a.n.  HASMAWADI. Yang diterb i tkan  pada  tanggai  19  

November  2007.  ;

0. SHM No.  1602/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  

1259,  Luas  1139  m2 a.n.  INDRA PRIBADI.  Yang diterb i tkan  pada  

tanggal  19  November  2007.

4. SHM No.  1603/Desa  Durian,  SU tanggai  25 September  2007  No.  

1259,  Luas  1141  m2 an.  TAMBUK BOW, SH.  Yang di t e rb i t k an  pada  

tangga l  19  November  2007 . ; - - - - - - - - -

5. SHM No.  1604/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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1261,  Luas  1142  m2 an.  LENY. Yang diterbi tkan  pada  tanggal  19  

November  2007. ;

0. SHM No.  1605/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  

1262,  Luas  1110  m2 an.  RAML1A. Yang diterbi tkan  pada tanggal  19  

November

6. SHM No.  1606/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1263,  Luas  1113  m2 an.  ASUAN bin  GIM1N.  Yang di t e r b i t k a n  

pada  tangga l  19  November  2007 . ; - - - - - -

7. SHM No.  1607/Desa  Durian,  SU tanggal  25 September  2007  No.  1264,  

Luas  1116  m2 a.n.  JUMAEN. Yang diterbi tkan  pads  tanggal  19  

November  2007. ;

0. SHM No.  1608/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  
1265,  Luas  1122  m2 an.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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SAMAT bin  NISAR.  Yang diterb idcanpadatanggai  19  November  
2007. ; _______________________________________________________________

H.  DALAM POKOK PERKARA ; _____________________________________________

a.  Mengabul l t an  gugatan  Penggugat  se luruhnya  ; _______________

b.  Menyatakan  basal  dan atau  t idak  sah  Surat  Keindusan  Tergugat  
berupa

1. SHM No.  1591/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1257,  Luas  1136  m2 a.n .  MASUDI.  Yang diterbi tkan  pada tanggal  

19 November

2. SHM No.  1599/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1256,  Luas  5741  m2 an.  YULIANT1.  Yang diterb i tkan  pada  

tanggal  19  November  2007. ; _______________________________________

3. SHM No.  1601/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1258,  Luas  1138  m2 an.  HASMAWADL Yang diterb i tkan  pada  

tanggal  19  November  2007. ;

0. SHM No.  1602/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1259,  Luas  1139  m2 an.  INDRA PRJBADI.  Yang diterb i tkan  pada  

tanggal  19  November  2007. ;—

4. SHM No.  1603/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1259,  Luas  1141  m2 a.n .  TAMBUK BOW, SH.  Yang diterb i tkan  

pada  tanggal  19  November  2007. ; _________________________________

5. SHM No.  1604/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1261,  Luas  1142  m2 an.  LENY. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  

19  November  2007. ;

0. SHM No.  1605/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1262,  Luas  1110  m2 an .  RAMLI.A.  Yang di t e rb i t k an  pada  

tangga l  19  November  20074 - - - - - - -

6. SHM No.  1606/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1263,  Lints  1113  m2 a.n .  ASUAN bin  GIMIN.  Yang diterb i tkan  

pada  tanggal  19  November  20074 __________________________________

7. SHM No.  1607/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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1264,  Luas  1116  m2 an.  JUMAEN. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  

19  November  2007. ;

8. SHM No.  1608/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1265,  Luas  1122  m2 an.  SAMAT bin  NISAR.  Yang di terb i t kan  

pada  tangga l  19  November  2007 .  ; - - - -

c .  Memerintahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  dan  atau  

mencore t  dar i  buku  penda f t a r a n  t a n a h  yang  ada  dan  

t e r d a f t a r  d i  Kant o r  Tergug a t  be rupa    1.  SHM No.  

1591/Desa  Durian ,  SU tanggal  25  September  2007  No.  1257,  Luas  

1136  m2

a.n.  MASUDI.  Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  
2007. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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2. SHM No.  1599/Desa  Dorian ,  SU animal 25  September  2007  No.  

1256,  Luas  5741  m2 as  YULIANTI.  Yang ditab idran  pada  

tanggal  19  November  2007. ; _____________________________________

3. SHM No.  1601/Desa  Durian„  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1258,  Luas  1138  m2 an .  HASMAWADI.  Yang di t e r b i t k a n  pada  

tangga l  19  November  2007 . ; - - - -

4. SHM No.  1602/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  
1259,  Luas  1139  m2

an.  INDRA PRIBADI.  Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  

2007. ;  ______________________________________________________________

an.  TAMBUK BOW, SH.  Yang dit erb i t kan  pada  tangga l  19  

November  2007 . ;— 6.  SIIM No.  1604/Desa  Durian ,  SU tangga l  25  

September  2007  No.  1261,  Luas  1142  m2

an.  LENY. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  2007. ; ___7.

RAMLLA. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19 November  2007. ;

8. SLIM No.  1606/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1263,  Luas  1113  m2 an.  ASUAN bin  GIMIN.  Yang diterb i tkan  

pada  tanggal  19  November  2007. ;

9. SHM No.  1607/Desa  Durian,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1264,  Luas  1116  m2 an.  JUMAEN. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  

19  November  2007. ;

10. SHM No.  1608/Desa  Dorian ,  SU tanggal  25  September  2007  No.  
1265,  Luas  1122  m2

an.  SAMAT bin  NISAR.  Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  
November  2007.  ;

d.  Menghukum kepada  Tergugat  untuk  membayar  segala  biaya  yang  

timbul  dalam  perkara  ini .  Atau  :  Jika  apabi la  Pengw1i lan  Tata  

Usaha  Negara  Pont ianak  berpendapat  la in ,  mohon  putusan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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seadi i - adi lnya . ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut ,  Tergugat  

telah  mengajukan  Jawabannya  Tertangga l  9  Desember  2010,  dengan  

mengemukakan  sebagai  berikut :— DALAM EKSEPSI  :  

1 .  Bahwa Terguga t  meno l ak  se l u r uh    da l i l  yang  d ikemukakan  

o l e h  pengguga t

terkecual i  hal-  hal  yang  secara  nyata ,  tegas ,  diakui  dart  
dibenarkan. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahasa  gugatan  Penggugat  la th  mm  ai ld  BATAS  WAKTU 

(KADALUARSA)  90  hari  dad  sejak  adanya  penerbi tan  sert iparat  

yang  nienjadi  objek  kegiatan  dimana  sert ip ika t matips l o s t  

term:ut  ymig  menjadi  o1  mat=  pada  waktu  penerb i t an  te lah  

diumumkan di  kantor  Kepala  Desa  Durian  Kecamatan  Sungai  Ambawang  

selama  30  Bari  berturut- turut  dan  sebe lum diumumkan oleh  Ketua  

Ajudi lms i  ter l eb ih  dahulu  diadakan  sos ia l i s a s i  kepada  

masyarakat  balk  melalu i  penyuluhan  langsung  maupun  melalu i  

pengumuman  koran ,  maka  mustah i l  pengguga t  t i d ak  

menge tahu i  ha l  t e r s e bu t . ; - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa gugatan  Penggugat  terdapat  cacat  formal  dimana  penggugat  

bukan  satu  satunya  dari  ahli  waris  H.  ABDURRAHMAN BIN H.  BENU 

padahal  IL  BENU adalah  anak  dari  MADA yang  mana ahl i  warisnya  

terdir i  dari  JAWIYAH,  JAINI,  AZ1S  (Penggugat )  dan  1TA,  

kemudian  ter l i h a t  Je la s  bahwa gugatan  ter sebut  cacat  formal  

adanya  pihak  permohonan  intervens i  dan abli  waris  yang  bernama 

BILA'  BINTI  H.BENU LABANJAK dkk  ter tangga l  21  Oktober  2010  

dengan  regi s t ra s i  No.27 /G/2010- PTUN Pont ianak .  ; -

4. Bahwa  gugatan  Penggugat  dalam  mengajakan  gugatan  seharusnya  

penggugat  mengajukan  gugatan  seharusnya  Penggugat  mengajukan  

Crugatan  di  Pengadi lan  Agama dikarenakan  tanah  yang  menjadi  

objek  gugatan  adalah  tanah  kepemil ikan  secara  bersama yang  belum  

terpi sah- pisah ,  yang  merupatkan  basi l  dan  wansan  H.  BENU BIN 

LABANJAK maka  kompentens i  yang  mengadi l i  adalah  Pengadi lan  

Agama Mempawah.  ;

0. Bahwa  pemegang  hak  mil ik  yang  menjadi  objek  gugatan  adalah  

pembel i  beri t ikad  balk  yang  perlu  dil indungi  oleh  Undang- undang  

dikarenakan  pemegang  hak dapat  perolehan  /  peral ihan  dari  salah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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satu  ahl i  waris  B.  BENU BIN LABANJAK.;

5. Bahwa gugatan  Penggugat  KABUR t idak  je la s  apa  yang  dijod ikan  

objek  sengketa ,  Padahal  bidang  tanah  yang  te lah  

diser t i p i ka tkan  dapat  penyerahan  dari  sa lah  satu l i  Waris  H.  

BENU BIN  LABANJAK dimana  batas - batas  tanah  tersebut  t idak  

sesuai  apa  yang  didal i l kan  oleh  Penggugat  dalam  Posi ta  

Penggugat ;

6. Bahwa gugatan  Penggugat  KURANG PIHAK seharusnya  Penggugat  Alga  

menggugat  Kepala  Desa  avian  yang  mengeluarkan  Surat  Keterangan  

Waris  yang  menjadi  dacar  pera l i h an  hak  ter s ebu t ,  sura t  

kete rangan  tanah  dan  sura t  penyerahan . ; - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Todonont  mkt  mengabo lkan  daf t  memina  Ekseps i  Tai t  den  

menyatakan  guga tan  aim gel id& -  i idaknya  dinyata lcan  t idak  

dapat  diter ima  (NO).  ;

LAM POKOK PERKARA   : ____________________________________

L Bohm tergugat  te tap  menolak  se luruh  dal i l  -  dal i l  yang  
diajukan  oleh  penggugat  kecual i

rog  seam tegas  

2. Rama tergugat  mohon agar  sega la  sesuatu  yang  te lah  diura ikan  

dalam Ekseps i  juga  smut  dalam bagian  pokok  perkara  in i .  ;

3. Balms  Tergugat  menolak  dengan  tegas  dal i l - dal i l  Pengugat  yang  

menyatakan  HOAK CERMAT dalam menerbitkan  Surat  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjadi  objek  gugatan ,  hal  tersebut  sangadah  

kel i ru  dimana  penerbi tan  objek  sengketa  tersebut  te lah  sesua i  

ser ta  memenuhi  Peraturan  Penindangan  ser ta  memenuhi  Asas-

asas  Umum Peanel intahan  yang  balk,  serta  asas- asas  pemberian  hak  

atas  tanah  dan pendaflaran  tanah  dimana dalam proses  telah  

memenuhi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  5 Tahun 1973  tentang  

Tata  Cara  Pemberian  Hak Atas  Tanah Jo Peraturan  Menteri  Negara  

Agraria  /  KBPN No.  9 Tahun 1999  tentang  Tata  Cara pemberian  dan  

Pembatalan  Hak Alas  Tanah Negara  dan Hak Pengelo l aan  Jo  

peraturan  Menter i  Agraria  KBPN No.  3 tahun  1999  tentang  

Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  

Negara  dan hak Pengolaan  dan Peraturan  Pemerintah  No.  10 tahun  

1961  tentang  Pendaftaran  tanah  di  Indones ia  Jo  24  Tahun 1997  Jo  

Peraturan  Menteri  Agraria  /  KBPN No.  3 Tahun 1997  tentAng  

Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1977  

tentang  Pendaftaran  Tanah di  Indonesia ,  maka dengan  demikian  

proses  permohonan hak tersebut  yang  menjadi  objek  gugatan  telah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memenuhi  Peraturan-  Peraturan  dan Asas- asas  Umum Pemerintahan  

yang  Baik  (  AAUPB),  ;

Berdasarkan  hal  -  hal  tersebut  diatas ,  Tergugat  mohon kepada  

Majel i s  Hakim Yang Terhormat  agar  berkenan  memutus  perkara  ini  

dengan  menyatakan  sebagai  betikut  :

DALAM EKSEPSI  :

-  Menerima Eksepsi  Tergugat  dan,  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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menolak  Gugatan  Pengguga t  untuk  se l u ruhnya _________________

DALAM POKOK PERKARA _________________________________________

-  Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya.

-  Menyatakan  bahwa Sert ip ika t  Hak NMI No.  1591/Desa  Durian,  SU 

tanggal  25  September  2007  No.  1257,  Luas  1136  m2 an.  MASUDI;  

Sert ip ika t  Hak  Mil ik  No.1599/  Desa  Durian ,  SU  tangga l  25  

September  2007  No.  1256 ,  Luas  5741  m2 an.  YULIANTI;  Sert ip ika t  

Hak Mil& No.  1601/Desa  Durian ,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1258,  Luas  1138  m2 an.  HASMAWATI;  Sert ip i ka t  Hak  Mil ik  No.  

1602/Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  No.  1259,  Luas  

1139  m2 an.  INDRA PRIBADI;  Sert ip ika t  f lak  Milik  No.  1603/Desa  

Dorian ,  SU tangga l  25  September  2007  No.  1259 ,  Luas  1141  m2 

an.  TAMBUK BOW, SH.;  Sert ip ika t  Hak Milik  No.  1604/Desa  Durian,  

SU tanggal  25  September  2007  No.  1261,  Luas  1142  m2 a.n .  LENY; 

Sert i f i k a t  Hak  Mil ik  No.  1605 /Desa  Mil ian ,  SU  tangga l  25  

September  2007  No.  1262 ,  Luas  1110  m2  an.  RAMLI.  A;  

Sert i p i k a t  Hak  Mil ik  No.  1606/Desa  Durian ,  SU  tangga l  25  

September  2007  No.  1263 ,  Luas  1013  m2 an.  ASUAN BIN GIMIN;  

Scre ip ika t  Flak  Mil ik  No.  1607/Desa  Durian ,  SU  tanggal  25  

September  2007  No.  1264 ,  Luas  1016  m2 an.  JUMAEN; Sert ip ika t  

Hak Mil ik  No.  1608/Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  

No.  1265 ,  Luas  1022  m2  an.  SAMAT BIN  NISAR.  Dimana  

S e r t i f i k a t  t e r s e b u t  d i a t a s  d i n y a t a k a n  S a h  d a n  

B e r h a r g a .  ; - - - - - - - -

-  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  
perkar a:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Ser t i pi kat  Hak Mi l i k Nomor  1603/  Desa Dur i an (  obj ek sengket a)  at as nama TAMBOK BOW

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  tersebut  ,  Penggugat  

telah  mengajukan  Repl iknya  Tertsngga l  21  Desember  2010,  yang  pada  

pokoknya  berte tap  pada  gugatannya  semula  dan untuk  mempersingkat  

uraian  Putusan  ini ,  is i  Repl ik  t idak  perlu  diura ikan  lag i  karena  

te lah  dicantumkan  dalam Beri ta  Acara  pers idangan  yang  dianggap  

merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  Putusan  ini :

Menimbang ,  bahwa pada  Pers i dangan  Tangga l  9  Nopember  2010  
pemegang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Te l ah  masuk  dan  d i t e t a p k an  s ebag a i  p ihak  Terguga t  I I  

haer v e n s i  mehdu i  Putu s an  Se l a  nomor  27  /G/2010  PTUN-PTK 

Tangga1  9 Nopernber  2010  ;

Menimbang,  bahwa alas  gugatan  Periggugat  tersebut ,  Tergugat  II  

Inte rvens i  te lah  onampimium Jawabannya  pada  pers idangan  Tanggal  

23  November  2010 ,  dengan  moncomitakan  hal- hal  sebagai  berikut ;  

DAL AM EKSEP S I    ;  

Bahwa Tergugat  II  intervens i  menolak  se luruh  dal i l -  dal i l  gugatan  
penggugat ,  kecual i  hal - hal

yang  secara  tegas  diakui  dan dibenarkan  dan tidak  bertentangan  
dengan  uraian  bagian  Eksepsi

berikut: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa proses  penerbi tan  SHM. No.1603/Desa  Durian,  SU.  Tanggal  

25  September  2007  No:1259,  Luas  1141  M'z  yang  diterb i tkan  pada  

Tanggal  19  November  2007  atas  mama: Tambuk Bow,  SH (tergugat  11  

intervens i )  tersebut  adalah  te lah  sesuai  dan  berdasarkan  

Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  di  Baden  Pertanaban    

Nasional  yai tu  UUPA No.  5  Tahun  1960  dan  Peraturan  Pemerintah  

No.10  Tahun  1961  Jo  Peraturan  Pemerintah  No 24  Tahun  19?7 ,  

sehingga  secara  Hukum  Pengugat  t idak  mempunyai  kepent ingan  

untuk  mengajukan  gugatan  sebagaimana  perkara  Aquo,  untuk  i tu  

gugatan  Penggugat  haruslah  dito lak  atau  set idak-  tidaknya  t idak  

dapat  diter ima. ;

-  Bahwa Penggugat  tidak  mempunyai  kapasi ta s  serta  kedudukan  Hukum 

untuk  menggugat  dalam  Perkara  Aquo,  sebab  Penggugat  bukanlah  

pihak  yang  sah  menurut  Hukum menguasa i  tanah  di  atas  objek  

Aquo  dimana  saat  penggugat  mendal i l k an  bahwa  Penggugat  

adalah  al ih  waris  Almarhum H.  Abdulmhman  Bin  H.  Benu  yang  
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semasa  hiduapnya  mempunyai  harta  alas  sebidang  tanah  yang  

merupakan  tanah  warisan  yang  dikuasa i  oleh  H.  ABDUL RAHMAN Bin  

H.  BENU.  Dan  sekarang  diteruskan  oleh  al ih  warisnya  yai tu  

Penggugat ,  tanah  mana ter l e t ak  dija lan  Trans  Kalimantan  Desa

Kecamatan  Sungai  Ambawang,  Kabupaten  Kubu  Raya,  dahulu  

Kabupaten  Pontianak  dengan  ukuran  Panjang  400  depa  (720  M) dan  

Lebar  150  depa  {270  M) Luas  + 194400  M2 ,o l eh  sebab  i tu  SHM.No 

1603  /  Desa  Sui  Durian  SU tangga l  25  september  2007  No
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1259,  Luas  1141  M2 Atas  nama TAMBUK BOW, SH  yang  di  

terbi tkan  pada tanggal  19 November  2007  t idak  termasuk  anah  

Penggugat   dan t idak  ada  hubungan  hukum,  dan atau

Tidak  berka i t a n  dengan  se r t i p i k a t  t e r s e b u t  d i  a t a s  o l e h  

ka tna  i t u  haru s l a h  

d ik e s amp ingkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secara   sadar  juga  Penggugat  mendal i l kan  bahwa dasar  

kepemi l ikan  tanah  bekas  mil ik  adat ,  ras ionya  bahwa apakah  

berdasarkan  jual  bel i  atau  bekas  hak mil ik  Mat sehingga

je la s  dan  tegas  pengugat  tidak  mempanyai  kapasi tas  _sena  

kedudukan  Hukum  am& menggugat  Perkara  Aquo  dan  adalah  

berdasarkan  Hukum apabi l a  gugatan  penggugat   gugatan  dalam 

perkara  Aquo di  TOLAK  ;

-  Blinn  berdasarkan  Surat  Pemyataan  tanggal  3 Desember  2008  semua  

para  al ih  warts  dari  HAbdubahman  Bin  H.  Benu  te lah  mendapat  

pembagian  berdasarkan  Putusan  Pengadi lan  Negai  Pont ianak  No.20  

tangga l  15  November  1951 . ;

2_  Bahwa  yang  menjadi  obyek  gugatan  penggugat  dalam  perkara  

Aquo adalah  bukan  merupakan  putusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  

yang  bensi fa t  kongkri t ,  indi f i dua l  dan  f ina l  sebaga imana  

ketentuan  pasa l  1  Angka  3  Undang  — Undang  No.  5  Tahun  1986  

Tentang  PTUN serta  perubahan  Undang Undang No.  9 Tahun 2004  dan  

berdasarkan:  - - - 2.1 .   Bahwa menurut  Pasal  13  Ayat  (3)  PP NO.10  

Tahun 1961  tentang  pendaftaran  t  4  nah    

disebutkan  sal inan  buku tanah  dan surat  ukur.  Sete lah  dijahi t  
menjadi  satu  bersama -

sama sampul  yang  bentuknya  dite tapkan  oleh  Mentri  Agraria  
disebut  ser t ip i ka t  dan

diber ikan  kepada  yang  berhak ,  kemudian  se lan ju tnya  menurut  
Pasa l  13  Ayat  (4 )
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sert i f i ka t  tersebut  pada  Ayat  (3)  pasal  in i  adalah  surat  tanda  
bukti  hak yang  dimaksud

dalam Pasal  19  UUPA. No.5  Tahun 1960.  ;

2.2 .Bahwa  menurut  Pasal  32  Ayat  (1)  PP No.  24  Tahun 1997  bahwa  

sert ip ika t  merupakan  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai  

ala i  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  f i s ik  dan  data  

yuridi s  tersebut  sesuai  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  

buku  tanah  yang  bersangkutan  sehingga  berdasarkan  hukum 

apabi la  gugatan  penggugat  dalam perkara  Aquo  dinyatakan  di  

TOLAK sebab  sebaga imana  dasar  Penggugat  mengajukan  gugatan  

Aquo  pada  prins ipnya  adalah  mengenai  keberatan  Penggugat  

atas  penolakan
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Jo PP No.  24 Tahun 1997 sehi ngga mer upakan f akt a Hukum yang nyat a bahwa

berkas  pennobonan  penggugat  untuk  mendapatkan  hak atau  

sert ip ika t  diatas  tanah  yang  baada  diatas  obyek  perkant  Moo 

oleh  tagugat . ; ___________________________________________________

Berdasarkan  hal- hal  tasebut  divas ,  seharusaya  gugatan  Pengguga t  
da l am  perka ra

Aquo dinyatakan  di  to lak .  ;

DALAM POKOK PERKARA..;

1 . Bahwa Tergu g a t  I I  In t e r v e n s i  de n g a n  t e g a s  meno l a k  

s emua    gug a t a n  Penggugat  kecual i  hal - hal  secara  tegas  

diakui  dibenarkan  dan t idak  berten tangan  dengan  uraian  

jawaban  dalam pokok perkara  dibawah ini . ;

2. Bahwa apa  yang  diuraikan  dalam Ekseps i  mohon dianggap  sebagai  

bagian  yang  t idak  terpisahkan  dari  jawaban  dalam pokok  

perkara.  ;

3. Bahwa Tergugat  II  Intervens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  gugatan  

Penggugat  dalam posi ta  1,2 ,  3 dan Point  4 dan 5 dengan  alasan  

adalah  sebagai  berikut :

3.1 .  Adalah  t idak  berdasarkan  Hukum  apabi la  Penggugat  

mendal i l i c an  sebagai  al ih  vvaris  dari  almarhum  H.  

Abdulnahman  Bin  H.  Benu  bedasarkan  adanya  jual  bel i  pada  

point  3.  a,b  dan  c  adanya  surat  perdamaian  dalam  perkara  

perdata  pada  point  a,  b,  c  dan d.  akan  tetapi  dalam hal  ini  

Penggugat  sama  sekal i  t idak  menguasai  tanah  diatas  obyek  

perkara  Aquo,  sebab  adalah  merupakan  fakta  hula=  yang  

nyata  bahwa  yang  menguasa inya  pada  seat  i tu  sebe lum  

beral ih  ke  Tergugat  II  Intervsens i  adalah  Masyaralcat  

Kamupung Dorian.  ; - - - - - -

3.2 .  Bahwa  pada  Tahun  2007  tanah  diatas  obyek  perkara  Aquo  
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berdasarkan  pada  point  3.1 .  tersebut  diatas ,  dipero l eh  

dengan  membeli  dari  masyarakat  Kampung  Dorian ,  Hal  ini  

sesuai  dengan  warkah  Tergugat  Bahwa  berdasarkan  peris t iwa  

Hukum pada  point  3.2  tersebut  diatas ,  maka  oleh  Tergugat  

diterb i tkan  Sert ip ikat  Hak  Milik  No.  1603/Desa  Mil ian ,  

Surat  Ukur tanggal  19  November  2007  dengan  melalu i  proses

Hukum yang  te la i l  sesua i  dan berdasurka

berlaku  di  Badan Pertanahan  Nasional  yai tu  UUPA No.  5/1960  dan  
PP No.  10/1961
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Tergugat  II  Intervens i  adalah  merupakan  pihak   yang  berdasarkan  
Hukum yang

menguasai  dan memanfaatkan  tanah  diatas  obyek  perkara  Aquo.;
__________________________________________________________________

 4    Bahwa  Tagugat  II  htervens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

gugatan  Penggugat  dalam  posi ta  point  4  dan  5  sebab  Penggugat  

bukanlah  pihak  yang  berdasarkan  hukum menguasai  tanah  diatas  

obyek  perkara  Aquo  karena  Penggugat  tidak  mempunyai  hak  dan  

tidak  berdasarkan  alas  hak  yang  jel l s  dalam  mengajukan  

pamohonan,  sesuai  Surat  Permohonan  tanggal  14  Desember  2009  dan  

Surat  tertanggal  11  Apri l  2010  untuk  mendapatkan  sert ip ika t  

pada  Tergugat ,  sehingga  adalah  berdasarkan  hukum apabi la  dalam 

hal  ini  Tergugat  menolak  permohonan  Penggugat  dengan  surat  No.  

570  sampai  65- 41.1 .13 - 2010  Tanggal  27  Mei  

2 0 1 0 . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  gugatan  Penggugat  daluarsa  sebab  Penggugat  te lah  

mengetahui  adanya  sert ip ika t  alas  keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sejak  adanya  proses  pengukuran  tanah  atau  set idak t idaknya  pada  

Tahun 2006  sampai  dengan  Tahun 2010  fakta  in i  ter l i ha t  secara  

nyata  dalam  dal i l  gugatan  Penggugat  posi ta  6  Penggugat  sendir i  

yaitu  dari  proses  permohonan  Penggugat  untuk  mendapatkan  alas  

hak  atau  sert ip ika t  atas  tanah  obyek  Aquo  kepada  Tergugat  

sampai  gugatan  Aquo didaf tarkan  dikepani t eraan  Pengadi lan  PTUN 

Pontianak  yai tu  Tanggal  25  Agustus  2010  yang  te lah  melampaui  

waktu  90  hari  (Sembi lan  Puluh  hari )  sejak  diketahui  oleh  

Penggugat ,  sehingga  berdasarkan  Pasal  55  Undang -  Undang  No.  5  

Tahun  1986  tentang  Peradi lan  Tata  Usaha  Negara  serta  

perubahannya  Undang  -  Undang  No.  9  Tahun  2004  gugatan  
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Penggugat  dalam  perkara  Aquo  adalah  daluarsa  (Lewat  Waktu)  

dengan  demikian  sudah  sepatu tnya  gugatan  Penggugat  dinyatakan  

dito lak;

6. Bahwa Tergugat  H Intervens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  gugatan  

Penggugat  dAlarn  posi ta  point  7  yang  mendal i lkan  bahwa  dalam 

penerbi tan  Sert ip ika t  Hak Milik  No.  1603/  Desa  Dorian ,  Surat  

Ukur  tangga l  25  September  2007  No.  1259/  Luas  1141  M2 atas  

nama  Tambuk Bow,  SH yang  diterbi tkan  pada  tanggal  19  November  

2007  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  dan  tanpa  pemberi tahuan  

Penggugat  adalah  dal i l  sanggat  kel i ru  dan  t idak  masuk  dalam 

log ika  Hukum sebab  penggugat  bukan  pemil ik  yang  sah  dan  

bukanlah
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Merupakan  pihak  yang  badasarkan  Hukum MENGUASAI TANAH obyek  

pekara  Aquo,  adingga  dalam  proses  penabi t an  Sert i p i l c a t  Hak 

Mil l  No.  1603 /  Desa  Durian ,  Surat  Ulair  Tanggal  25  September  

2007  No.  1259 ,  Luas  1141  M2  atas  nama Tergugat  II  haeves i s i  

yang  diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  2007  TIDAK menyalahi  

atau  ine l tmggar  ketentuaan  Undang -  Undang dan pada  Pasal  2 dan  

Pasal  3  PP No.  24  Tahun  1997  Jo  Peraturan  Menteri  Agraria  /  

Badan  Pertanahan  Nasional  No,  3  Tahun1997  yaitu  tentang  

pendaftaran  tanah  ;

7.  Bahwa  apa  yang  didr i l i l k an  oleh  Pengugat  posi ta  point  8  

adalah  dal i l yang  sangat  kel i ru  dan  t idak  berdasarkan   Hukum 

hal  in i  dikarenakan ,  bahwa dalam proses  penerb i t an  Sat ip ika t  

Hak Mil ik  No.  1603/Desa  Durian ,  Tanggal  25  September  2007  No.  

1259  Luas  1141  M2,  an  Tambuk Bow,  SH (Tergugat  II  Intervens i )  

yang  diterbi tkan  pada  Tanggal  19  November  2007  oleh  Tergugat  

tidak  melanggar  peraturan  serta  ketentuan  Hukum dan  juga  t idak  

melanggar  Asas  Kecermatan  dan Asas  Kete l i t i a n  dan atau  t idak  

melanggar  Penaturan  Perundang-  undangan  sebagaimana  yang  

dii syaratkan  dalam  pasal  53  Ayat  (2)  huruf  a  dan  b  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  yai tu  tentang  Peradi lan  Tata  Usaha  

N e g a r a . ;  

DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa apa  yang  didal i l kan  oleh  Pengugat  adalah  mengada- ngada  dan  

kabur  ser ta  kel i ru  apabi la  penggugat  sebagai  yang  t idak  terdapat  

hubungan  Hukum same  sekal i  dengan  tanah  obyek  perkara  Aquo 

mendali lkan  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dengan  diterbi tkannya  

perkara  Aquo,  sebab  penggugat  bukan  merupakan  pihak  yang  

Disclaimer
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berdasarkan  Hukum yang  menguasai  tanah  dan t idak  berdasarkan  alas  

hak  yang  kuat  berupa  sert ip ika t  sebagai  dokumen  otent ik  yang  

dike luarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sehingga  pembuktian  

ser t ip ika t  tersebut  secara  formal- materia l  adalah  sempurna  yang  

dikuasai  oleh  Tergugat  II  Intervens i  melalu i  jual  bel i  dengan  

Masyarakat  Kampung  Durian  Tahun  2007.  Dengan  dernikian  adalah  

berdasarkan  Hukum apabi la  permohonan  untuk  melakukan  penundaan  

(sehors ing)  atas  sert ip ikat  hak  mil ik  atas  nama  Tergugat  II  

Intervens i  agar  dikesampingkan  dan atau  dinyatakan  dito lak .  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Berda s a r k a n  a l a s  an- a l a s a n  Hukum yang  tergugat  II  Intervens i  
kemukakan  dan uraikan  pada  ekseps i  dan jawaban  tersebut  diatas ,  
makes  dengan  in i  mohon kepda  Bapak Majel i s  Hakim plug  amenicsa  
clan  mengadi l i  perkara  in i  agar  beikenan  memutuskan  adalah  
sebaga i  
berikut ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DALAM PENUNDAAN (SCHORSING) ;

- Menolak  permohonan   Penggugat  tentang  penundaan  (schors ing)  

atas  obyek  perkara,  Aquo,  Dai i i i k a t  Heir  Mil ik  No.  

1603 /Desa  Durian ,  Surat  Ukur  Tangga l  25  September  2007  

1I  J259 ,  Loss  1141M2 atas  nama Tambuk Bow,  SH (Tergugat  II  

Intervens i )  yang  dimohon   oleh  Penggugat  karena  tidak  

berdasarkan  Hukum.;

D A LAM EK S E P S I    

1.Menerima  Ekseps i  dan Jawaban Tergugat  II  Intervens i  untuk  

se luruhnya . ;

2.  Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diter ima. ;

B.    DALAM   POKOK PERKARA   ;

1 .  Menolak  gugatan  penggugat  untuk  se luruhnya  ;

2.  Menyatakan  bahwa penerbi tan  Sert ip ika t  Hak Mil ik  No.  1603/Desa  

Durian ,  Surat  Ukur

tangga l  25  Septembr  2007  No.  1259 ,  Luas  1141  M, ata s  nama 

Tambuk Bow,  SH

(Tergugat  II  Intervens i )  yang  diterb i tkan  pada  Tanggal  19  

November  2007  adalah  sesuai

dengan   prosedur  clan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  

berlaku. ; - - -  

3.  Menyatakan  demi  Hukum penerbi tan  Sert ip ika t  Hak Mil ik  No.  

1603/Desa  Durian  Surat

Ukur Tanggal  25  Sepetember  2007  No.  1259 ,  Luas  1141  alas  nama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tambuk Bow,  SH

(Tergugat  H Intervens i )  adalah  sah  dan berharga  serta  mempunyai  
kekuatan  Hukum.;—

4. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se luruh  biaya  perkara  yang  
t imbul  dalam

perkara  ini . ;

ATAU :  Apabi la  Bapak Majel i s  Hakim yang  Memeriksa  dan  

Mengadi l i  perkara  in i  bespendapat  la in ,  mohon putusan  yang  

seadi l - adi lnya  (EX AQUO ET BONO) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang ,  bahwa ata s  Jawaban  dpi  Terguga t I I  

In t e r v e n s i  t e r s e bu t  ,  Pengotgat  te lah  mengajukan  Rephimya  

Tertanggal  23  Nopember  2010,  yang  pada  pokoknya

berte tap  Pada gugatann ya ____________________________________

Menimbang,  bahwa  pada  Pers idangan  Tanggal  21  Desember  

2010  pemegang  Sert ip t i a t  Hak  Mil ik  Nomor  1256  tangga l  25  

September  2007  luas  5.741  M2,  terca ta t  alas  sma 

YUlLIANT1„Sert ip i ka t  Hak  Mil ik  Nomor  1591  atas  nama  MASUDI 

,Ser t i p i ka t  Hak

Nomor :  1 6 0 2 / D e s a  Dur i a n ,  Su r a t  Ukur  Nomor :  12 5 9  

Tang g a l  25  September  2007  Was  1139  M2 atas  nama  INDRA 

PRIBADI  yang  di t e rb i t k an  tangga l  19  November  2007,  Sert ip ika t  

Hak  Mil ik  Nomor:  1607/Desa  Durian ,  Surat  Ukur  Nomor:  1264  

Tanggal  25  September  2007  luas  1016  M2 alas  nama JUMAEN te lah  

masuk  dan  cide tapkan  sebaga i  pihak  Tergugat  II  Intervens i  2  s /d  

5  melalu i  Putusan  Sela  Nomor  27  /G / 2 0 1 0  PTUN- PTK Tang g a l  

2 1  De s emb e r  2 0 1 0  ;  

Bahwa  ,  selanjutnya  Tergugat  II  Intervens i  2  s/d  5  

mengajukan  jawabannya  pada  pers idangan  Tanggal  29  Desember  2010  

dengan  mengemukakan hal- hal  sebagai  berikut  ;- - - -  Dalam Ekseps i  :

1_  Bahwa  Para  Tergug a t  H In t e r v e n s i  2  s ampa i  5  meno l a k  

s e l u r u h    yang  di l cemukakan  oleh  Penggugat  dalam gugatannya  

terkecua l i  hal - hal  yang  secara  nyata ,  tegas ,  diaku i  dan  

dibenarkan  :

2 .  Bahwa  Para  Terguga t  i I  In t e r v en s i  2  sampai  5  membantah  

Pengguga t  yang  menyatakan  mempunyai  dan  memilik i  bidang  tanah  

sebagaimana  tersebut  dalam  objek  sengke ta  in i ,  karena  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak  t idak  mempunyai  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadi l i  perkara  aquo,  dalam 

posi ta  anOcn  1,  2  dan  3  penggugat  mendal i lkan  mempunyai  dan  

menguasai  sebidang  tanah  sebagai  warisan  yang  ter t e t ak  di  Jalan  

Trans  Kairmantan .  Desa  Durian .  Kecamatan  Sungai  Ambawang.  

Kabupaten  Kubu  Raya.  (dahulu  Kabupaten  Pontianak)  dengan  

ukuran  panjang  400  depa  (  720  m) dan  l ebar  150  depa  (270m) ,  

luas  + 194 .440  m2,  dengan  ala s  hak  adalah  merupakan  bagian  

dart  warisan  Almarhum H.Abdurrahman Bin  H.Benu  (orang  tua

Disclaimer
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erup t )  yang  mans  un tuk  n t e ambak t a r n  kebena r a n penguasaan  
dan

luepandkuinya  Withal  dahulu  seharusnya  Penggugat  mengajukan  

gugatan  di  Pengadi lan  Nagai  sebaga imana  dituaksud  damn 

ketentuan  pasa l  77  Undang- Undang  Nomor 5  Tabun  1986  tentang  

Peradi lan  Tata  Usaha  Negara  juncto  perubahan- perubahannya,  

oleh  lama  i t u  sudah  sepan t a s nya  guga tan  Pengguga t  t i dak  

dapat  di t e r ima  ;  

3.  13siv ta  Para  Tergugat  II  Intervens i  2  sampai  5  menolak  dengan  

tegas  dal i l -  dal i l  gugatan  Penggugat  pada  posi ta  angka  4,  5,  6,  

dan  angka  7  karena  Pengajuan  gugatan  tersebut  telah  

kadaluarsa /melampaui  batas  waktu  90  (sembi lan  puluh)  hari  

sebagaimana  ketentuan  pasal  55  Undang- undang  Nomor 5 Tahun 1986  

tentang  Peradi lan  Tata  Usaha  Negara  juncto  perubahan-

perubahannya  yakni  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  Juncto  

Undang undang  Nomor  51  Tahun  2009 .  Hal  in i  dapat  dibukt ikan  

dengan  adanya  Laporan  Kepol i s i an  No.Pol  LP/95- B1/2009/TABES 

PTK ter tangga l  07  Januari  2009  atas  nama  Pelapor  M.Zaini  AR 

(  kakak  /  abang  Penggugat  )  yang  merupakan  salah  seorang  ahl i  

waris  dari  Almarhum H.Benu  Bin  Labanyak  (  kakek  Penggugat  )  

atau  orang  tua  dari  Almada= HAbclunrahman Bin  H.Benu  orang  tua  

Penggugat  yang  melaporkan  Mada Bi n  H.Benu  salah  seorang  ahl i  

waris  dari  Almarhum H.Benu  juga  (  Paman Penggugat  )  sehingga  

Para  Tergugat  II  Intervens i  2  sampai  5  beser ta  6  orang  

la innya  pemegang    sert ip ika t  yang  tersebut  dalam objek  sengketa  

ini  ikut  diper iksa  sebagai  saks i  demikian  juga  dengan  

Penggugat  juga  hadir  dan  diper iksa  sebagai  saks i  pada  Kantor  

Kepol i s i an  Kota  Besar  Pont iannk  seba  •  aimana  Laporan  

Disclaimer
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Kepol i s i an  terserbut .  Sehingga  adalah  t indakan  spekula t i f  dan  

akal - akalan  belaka  j ika  Penggugat  mengajukan  permohonan  

penser t i p i ka tan  atas  tanah  yang  diakui  mil iknya  i tu  pada  

tanggal  14  Desember  2009,  karena  sebaga i  sa lah  seorang  ahl i  

waris  dari  Almarhum H.Benu  Bin  Labanjak  yang  mewaris  melalu i  

Bapak  orang  tuanya  Almarhum HAbdurrahman  Bin  H.Benu  mustahi l  

sekal i  Penggugat  t idak  mengetahui  adanya  Laporan  Kepol i s i an  

tertanggal  07  Januari  2009  dar i  M.Zain i .AR  atas  H.  Mada Bin  

H.Benu  (Paman Penggugat )  yang  sama-  sama  merupakan  pars  ahl i  

waris  H.Benu  Bin  Labanjak  dan  Penggugat  pada  waktu  itu  ikut  

pula

Disclaimer
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dipas i s a  sebaga i  sa lmi  di  Kepol i s i a n  Kota  Besar  Pont i i n ak ,  

oleh  karma i tu  sudah  separnasnya  gugatan  Penggugat  t idak  dapat  

diter ima  karena  te lah  lewat  waktu/daluwarsa  ;

4. Dem yang  di  icon  objek  sengketa  ° lab  Penggugat  dalam pedcara  

in i  adalah  Sat ip ik s t  Mk Mil l i  No.  1591/Desa  Durian  alas  nama 

Yul iant i ,  Sert ip ika t  Hak Mil ik  No.  1591  /  Desa  anion  alas  

nama MASUDI,  Sert i p i ka t  Hak Mil ik  No.  1607  /  Desa  Dorian  

atas  NN JUMAEN, Ser t i p i k a t  Hak Mil i k  No.1602 /D e s a  Dur ian  

a la s  nama INDRA

ter l e t ak  di  Jalan  Trans  Kal imantan ,  Dusun  Selah  

RT.002/RW.001 ,  Desa  Dorian ,  Kecamatan  Sungai  Ambawang,  

Kabupaten  Kubu  Raya.  Karena  semua  objek  se igketa  tersebut  

ter l e tak  di  wilayah  hukum Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kubu 

Raya,  Nola  menurut  para  Tergugat  II  Intervens i  2  sampai  5  

seharusnya  gugatan  Penggugat  al l  job=  terhadap  Kepata  Kantor  

Pertanahan  Kubu  Raya,  dan  bukan  terhadap  Kepala  Kamsar  

Patanahan  Kabupaten  Pontianak  (  Tergugat  ) .  ()Leh  karma  i tu ,  

Penggugat  te lah  secara  kel iru  mengajukan  gugatan  ini  terhadap  

Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pontianak  (  Tergugat  ) .  

Meskipun  objek  sengketa  tersebut  semula  diterb i tkan  oleh  Kepala  

Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pontianak  (  Tergugat  ) ,  akan  tetapi  

karena  objek  sengketa  iasebut  pada  saat  ini  te lah  berada  di  

wilayah  hukum Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kubu Raya maka sega la  

adminis t ras i ,  penerbi tan  ataupun  pembatalan  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  alas  kedua  objek  sengketa  dalam perkara  ini  

te lah  menjadi  tanggung  jawab  dan  kewenangan  Kepala  Kantor  

Per t anahan  Kabupaten  Kubu Raya;  

Dalam Pokok Perkara  :

1_  Bahwa  Para  Tergugat  H Intervens i  2  sampai  5  mohon  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Majel i s  Hakim  yang  Mulia  agar  sega la  sesuatu  yang  te lah  

diura ikan  dalam ekseps i  juga  merupakan  satu  kesatuan  d a l a m 

p o k o k  p e r k a r a  i n i  ;  

2. Bahwa para  Tergugat  H Intervens i  2 sampai  5 tetap  menolak  

se luruh  dal i l -  dal i l  yang  diajukan  offer ,  eenggugat  kecual i  

yang  secara  tegas  diakui  ;

3. Bahwa para  Tergugat  II  Intervens i  2  sampai  5  menolak  dengan  

tegas  dal i l -  dali l  penggugat  angka  1,  2  dan  angka  3  yang  

menyatakan  memilik i  dan  menguasai  tanah  dalam objek  gugatan ,  

dimana  senyatanya  f i s i k  alas  tanah  tersebut  t idak  dikuasa i  

Penggugat  te tap i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dikuasa i  dan  dipergunakan  oleb  puma Tergogat  II  Intervens i  2  

sampai  5  seh ingga  Peaggugat  t idak  memil ik i  kepent ingan  alas  

tanah  yang  tersebut  dalam objek  sengketa  aqua  oh*  karma i t a  

sudah  sepan t a s a y a  guga t an  Peugguga t  untuk  d i t o l a k  ;  

4  Bahvia  Para  Tergugat  II  Inte rvens i  2  sampai  5  menolak  

dengan  tegas  dal i l -  dal i l  penggugat  pada  angka  7  dan  8  yang  

menyatakan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pontianak  t idak  camat  dan  

te l i t i  dalam  menerbi tkan  Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  menjadi  objek  gugatan  karena  dalam  penerbi tan  objek  

gugatan  tersebut  te lah  sesua i  dengan  azas- azas  umum 

pemerintahan  yang  baik  dan  te lah  memenuhi  ketentuan  dalam  

peraturan  dan perundangan  yang  berlaku  yakni  penerbitan  tersebut  

diberikan  kepada  pihak  yang  berkepent ingan  dalam hal  in i  Para  

Tergugat  II  Intervens i  2 sampai  5 ;- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pontianak  didalam  proses  

pemberian  hak  mil ik  iersebut  kepada  Para  Tergugat  I i  

Intervens i  2  dan  5  te lah  melalu i  prosedur  yang  benar  sesuai  

dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  

yakni  melalu i  permohonan,  mengadakan  pengukuran  ser ta  

pemeriksaan  oleh  Pani t i a  Pemeriksaan  TIM*  dan  se t e l ah  

mengadakan  hat - hal  ter s ebu t  dia ta s ,  Pani t i a  mengajukan  

untuk  diproses  haknya  sete l ah  diadakan  penel i t i a n  f i s i k  di  

lapangan  maupun  data  yurid i s  admini s t r a s i  te lah  terpenuhi  

maka  diterb i tkan lah  dalam  bentuk  Surat  Keputusan,  dari  hal m 

tersebut  dalam proses  te lah  memenuhi  Peraturan  Menter i  Negara  

Agraria  /  KBPN No.  I  Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelo laan  Juncto  

Peraturan  Menter i  Negara  Agraria  /  KBPN No.3  Tahun  1999  

tentang  Pel impahan  Kewenangan  Pemberian  dan Pembataian  Hak Alas  

Tanah Negara  dan hak Pengelo laan  dan Peraturan  Pemerintah  No.  24  

Tahun 1997  Juneto  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  /  KBPN No.3  

Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  

No.24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  di  Indones ia ,  maka 

dengan  demikian  proses  permohonan  hak  tersebut  yang  menjadi  

objek  gugatan  te lah  memenuhi  pera turan - pera turan  dan  azas -

azas  umum pemer in t ahan  yang  baik  (AAUPB)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Berdasarkan aersebut  aims ,  Para  Tamar II  Inksvens i  2  
sampai  5 mohon

black  Maje1i s  Hakim yang  terhonnat  agar  berkenan  memutus  perkara  
in i  dengan  amar

pl i s s e s  sebaga i  ber i l u t  ________

Dal=  Pemmdaan (Schors i ng )  :  _______

-  Menolak  Permohonan  Penundaan  Penggugat  ;  Deism    aseps i   :  -  

Menet ima  ekseps i  Para  Tergugat  II  Intrvens i  2 ,  3 ,  4 dan 5;  -

−Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diter ima  ,

Daimon Pokok Pakara   

−Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  ;

−Menyatakan  bahwa  penerbi tan  Sert ip ika t  Hak Milik  No 1599/Desa  

Durian  seluas  5741  M2 alas  nama Yuliant i ,  Sert ip ikat  Hak Milik  

No.  1591/Desa  Durian  seluas  1136  M2 atas  nama MASUDI,  Sert i p i ka t  

Hak  Mil ik  No.  '1607 /Desa  Durian  se lua s  1264  M2 atas  nama 

JUMAEN dan  Sert ip ika t  Hak Mil ik  No.  1602/Desa  Durian  se luas  

1139  M2 atas  mina   INDRA PRIBADI,  te lah  sesua i  dengan  prosedur  

dan ketentuan  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  ;

−      Menyatakan   bahwa penerbi tan  Sert ip ikat  Hak Milik  No.  1599  /  Desa  

Durian  seluas  5741  M2 Bras  nama Yuliant i ,  Sert ip ikat  Hak Milik  

No.1591  /  Desa  Durian  seluas  1136  M2 atas  nama  MASUDI,  

Sert ip i ka t  Hak Mil ik  No.  16071  /  Desa  Durian  se luas  1264  M2 

atas  nama  JUMAEN dan  Sert ip ika t  Hak  Mil ik  No.  1602  /  Desa  

Durian  se luas  1139  M2 alas  nama  INDRA PRIBADI,  adalah  sah  dan  

berharga  serta  mempunyai  kekuatan  hukum;

-  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbul  dalam 

perkara  in i ; -

Atau  apabi la  Majel i s  Hakim berpendapat  la in  motionputusan  yang  

seadi l - adi lnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang,  bahwa atas  jawaban  dari  Tergugat  II  Intervens i  

2  s id  5  tersebut  ,  Penggugat  te lah  mengajukan  Repl iknya  

tertanggal  29  Desember  2010  yang  pada  pokoknya  berte tap  pada  

gugatanny  ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang ,  ham ala s  Ref i t  dad  Paiggugm  ter s ebu t  pdiak  

Tergugm  t idak  mengajukan  duphinya  wabupun  te lab  diber ian  

kesempatam  yang  untuk  hal  tersebut  oleh  maje l i s  Hakim,  

sedangkan  Tergusa t I I  Intervens i  1  dan  Tergugat  II  Intervens i  2  

/d  5  mengajukan  dupl i knya  mas ing - mas ing  te r t a ngga l  19  

Januar i  2011  ; - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - dal i l  gugatannya ,  

Penggugat  te lah  

m a i i p i u k a n

s la t  bukt i  swat  benipa  fo to  copy  yang  te l ah  diber i  

matera i  dan  di l ega l i s i r  hemodian  te lah  dicocokkan  balk  dengan  

as l inya  atau  copynya  dimuka  pers idangan  yang  d i b e r i  t a n d a  P - 1  

s ampa i  den g a n  P - 9  den g a n  pe r i n c i a n  s e b a g a i  be r i k u t   

1.Bukti  P.1 :  Foto  Copy Surat  Keputusan  Kewari san  Nomor 124  /  
1972  tangga l

19 Desember  1972  ;

2.  Bukti  P.2 Foto  Copy Surat  Penetapan  Pengadi lan  Agama/  Mahkamah 
Syari 'ah

Nomor 46/1976  tanggal  23  Maret  1976  ;

Bukti  P.3 .A      :  Foto  Copy Surat  Jual  Bel i  bertu l i skan  Arab  
Melayu  tanggal  24  Apri l  1919;

Bukti  P.3 .8 :  Foto  Copy Terjemahan  Swat  Jual  Bel i  tangga l  24  
Apri l  1919  ;

4 . Bukt i  P .4 . Foto  Copy Surat  Penyerahan  Dalam tu l i s an  Arab  
Melayu  tangga l

19  Februar i  1920  ;

Bukti  P.4 .A :  Foto  Copy Terjemahan  Tul i s an  Arab Melayu  tangga l  
19  Februar i

19 2 0  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5. Bukt i  P.5  Foto  Copy Surat  Jual  Bel l  tangga l  12  Oktober  
1936  ;

0 . Bukt i  P.6  Foto  Copy Surat  Keterangan  Perdamaiar t  ;

6. Bukti  P.7                  Foto  Copy Swat  
Keterangan  Pembagian  tanggal  15  Nopember  1951  
Nomor  20/1951  Perdata  ;

8.  Bukti  P.6                  Foto  Copy Swat  Tanda Tenn'  Laporan  
Kehi langan  Barang  Nomor STPLKB /  4883  /  C-1/XII  /  
2009  tanggga l  29  Desember  2009  ;

9.  Bukti  P.9 :  Foto  Copy Surat  Nomor 570- 65- 41.13 - 2010  tangga l  27  
Mei  2010

perihal  Informasi  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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Menimbang  bahwa  untuk  meagnatkankan  dahl- dal i l  bantahannya,  

Tergugat  te lah  l impl i g i c an  ta t  bukt i  s twat  berupa  fo to  copy  yang  

te l ah  diber i  matent i  dan  di l e g a l i s i r  

k e m u d i a n
Telah  dicocokkan  denim as l inya  dimuka pers idangan  ,yang  

diber i  tanda  T-  1 dengan  T-  20  dengan  perinc ian  sebagai  
berikut  : _________________________________________________________

L T -  1 Foto  Copy swat  Nomor Pot  :  B/4004 / IX /2009  tangga l  8  
September

2009  per lha l  Pinjam Palca i  Warkah beser t a  lampiran  ;  
- - - - - - - -

2 .  T -  2                   Fo t o  Copy  Buku Tanah  Hak Mi l i k  

Nomor  1601  Desa  Dur i an  t ang g a l  19  November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1258  tanggal  25  September  

2007  bias  1138  M2 atas  nama Hasnavrat i  ;

3. T - 3 Foto  Copy Buku Tanah Hak Mil ik  Nomor 1603  Desa  Durian  
tanggal

19  November  2007,  Surat  Ukur Nomor 1259  tanggal  

25  September  2007  Luas  1141  M2 atas  nama Tambuk 

Bow,SH ;

4. T -  4 Fo t o  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  

Nomor  1604  Desa  Dur i a n  t a n g g a l  19  November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1260  tanggal  25  September  

2007  Luas  1142  M2 atas  nama Leny ;

0. T -  5 Fo t o  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  

Nomor  1605  Desa  Dur i a n  t a n g g a l  1 9 November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1261  tanggal  25 September  

2007  Luas  1110  M2 atas  nama Ramli  A ;

5. T -  6 Fo t o  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  

Nomor  1605  Desa  Dur i a n  t a n g g a l  19 November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1262  tanggal  25  September  

2007  Luas  1110  M2 atas  nama Ramli  A ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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6. T -  7 Fo t o  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  

Nomor  1605  Desa  Dur i a n  t a n g g a l  19  November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1263  tanggal  25  

September  2007  Luas  1013  M2 atas  nama Asuan Bin  

Gimin  ;

0. T -  8 Fo t o  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  

Nomor  1605  Desa  Dur i a n  t a n g g a l  19  November  

2007,  Surat  Ukur Nomor 1264  tanggal  25  September  

2007  Luas  1016  M2 atas  nama Jumaen ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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T -  9

10.  . T -  10

12.  . T -  11

14.  . T -  12

16.  . T -  13

18.  . T -  14

20.  . T -  15
22.  . T -  16

24.  . T -  17

26.  . T -  18

28.  . T -  19

30.  . T 20

Fab  Copy  Balm  Tai t  Ha  l  Nomor  1608  Dena  

Durian  tangga l  19  Novanber  2007,  Surat  Ukur  

Nomor 1265  tanggal  25  September  2007  UM 1022  M2 

atas  name Samat  Bin  Nisar  ;  Foto  Copy Buku Tanah  

Hak  Milik  Nomor  1599  Desa  Durian  tanggal  19  

November  2007,  Surat  Ukur  Nomor  1256  tangpl  25  

September  2007  Luas  5741  M2 atas  nama Yuliant i  ;

Foto  Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  atas  nama  Hasnawati  Foto  Copy 

Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  Penetapan  

Batas  atas  n ama I n d r a  P r i b a d i  ;  

:  Foto  Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridi s  dan  

Penetapan  Batas  atas  nama Tambok Bow,SH ;  Foto  

Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  atas  n a m a 

L e n y  ;  

Foto  Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  alas  n am a  R am l i  A ;   

Foto  Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  alas  n a m a  A s u a n  

B i n  G i m i n  ;    Foto  Copy Risalah  

Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  Penetapan  Batas  alas  

nama Jumaen ;

Foto  Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  alas  nama Samat  Bin  Nisar  ;  Foto  

Copy  Risalah  Penel i t i an  Data  Yuridis  dan  

Penetapan  Batas  alas  n ama Yuh a t .  ;  
Foto  Copy Peta  Bidang  Tanah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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I nt er vensi  1 t el ah mengaj ukan sl at  bukt i  sur at  ber upa f ot o copy yang t el ah di ber i  mat er ai  dan

Menimbang ,  bahwa untuk  mengua tkankar t  

bantahannya ,  Terguga t  I I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di legabs i r  kanecimn iamb dicecokkaa  dews  Minya dunes  

pers i c i angan  yang  diber i  tends  T-11 Int  - 1.1  sampai  denim T-

11 l i t  1.7  demgan perinc ian  sebagai  benlat  ; ______

1. T.H.1nt  1 — 1 Foto Copy Sertiplat  Hak Miilik  

Nomor 1603 Desa Durian Surat  Ukur

Nomor 1260  tangga l  25  September  2007  Luas  

1141  M2 alas  nama

Tambuk Bow,SH ;

2. Taint  1— 2 Foto  Copy Sket  Lokasi  Tanah  
Tergugat  II  Intervens i  1 ;

3 . Ta in t  1  -  3 Foto  Copy Surat  Panggi lan  Ke 
No.Pol  :  SP.Pgi  /  2258  /  VIII  /2007

tanggal  30 Agustus  2007  alas  nama Munzir in  ;

4. T.11 .1nt  1 -  4 Foto  Copy Perintah  Penagkapan  
No.Pol .  :  SP.Kap /  711  /  X /  2009  /

Reskrim tanggal  27 Oktober  2009  ; ................................

5. T.H.Int  1-  5 Foto  Copy Surat  Perintah  Penahanan  
No. .  Poi  :  SP.Han /  312  /  X /

2009  /  Sat.Reskrim  tanggal  28 Oktober  2009  ;
- - - - -  - - - - - - - -

6. T.ILInt  1— 6 Foto  Copy Surat  Nomor 
02. . . /Adv .P id /X/2009/TBP.PTK tanggal  31

Oktober  2009  perihal  Permohonan Pengal ihan  

Penahanan  Terhadap  TSK an.  Munzirin  Bin  A.  

Wahap ;

7. T.II . In t  1 -  7 Foto Copy Surat  Tanda Penerimaan  

No.Pol:  STP/ /  II  /  2009 tanggal

7 Pebruari  2009  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkankan  dai i i - dai i i  

bantahannya,  Tergugat  II  Intervens i  2  ski  5  telah  mengajukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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slat  bukti  surat  berupa  foto  copy  yang  telah  diberi  materai  dan  

dilega l i s i r  kemudian  telah  dicocokkan  dengan  asl inya  dimuka  

persidangan  yang  diberi  tanda  T-II  2- 5- 1  sampai  dengan  T-I1  

2- 5-  9  dengan  perinc ian  sebagai  berikut  :-  - - - - - - - - - - - -  1.  

T.11. In t  2 -  5.1  :  Foto  Copy Sert ip ika t  Hak Milik  Nomor 1591  

Desa  Durian  Surat  Ukur

Nomor 1257  tangga l  25  September  2007  Luas  1136  M2 alas  
muna

Masudi  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2 .  Wit  2  -  52  Fop Copy Sat i p an t  Hak NEW Nomor 1607  Dew 
Dar in '  n Swat  Ukur

Nomor 1264  tangga l  25  September  2007  Luas  1016  M2 atas  nama

Jumaen ; _________________________________________

I  Tain t  2  -  53  :  Foto  Copy Ser t i p i k a t  Hak Mil ik  Nomor 1602  
Desa  Durian  Swat  Ukur

Nomor 1259  tangga l  25  September  2007  Luas  1139  M2 alas  nama

Indra  Pribadi  ;  4.  Tina  2  -  5.4  :  Foto  Copy  

Gambar  Sket  Lokas i  tanah  objek  sengketa  ;  1 . t I  2  -  5 . 5  :  Foto  

Copy Laporan  Pol i s i  No. .  Po i  :  LP /  95 - BI1 / 2 0 09  /TARES PTK

tanggal  07 Januari  2009  ;

T.111 .10  2 -  5.6  :  Foto  Copy Swat  Panggi l an  Ke I  No.Pol  :  
S.Pg i  /  435  /  II  /  tangga l  14

Februari  2008  alas  natna  Yuliant i  ;

1 .  TRIM 2  -  5 . 7  :  Foto  Copy Swat  Panggi lan  Ke I  No.Pol  :  
S.Pg i  /  440  /  II  /  tangga l  14

Februari  2008  alas  nama Jumaen ;

& Tai t  2  -  5 . 8  :  Foto  Copy Surat  Panggi l an  Ke I  No.Po l  :  S.Pg i  
/  440  /  II  /  atas  nama

Indra  Pribadi

S.  TRW 2 -  5.8  :  Foto  Copy Sert i p i ka t  Hak Mil ik  Nomor 1599  Desa  
Dorian ,  Tanggal  19

November  2007 ,  Swat  Ukur No.1256  Tanggal  25  September  2007

Luas  5741M2Atas  Nama YULIANTI;

Menimbang,  bahwa dipers idangan  Penggugat  te lah  menghadirkan  

2 (dua)  orang  (fakta )  masing- masing  yang  bemama ; -

1)  H.GUSTI ZA1NI TAM.72D yang  memberikan  keterangan  dibawah  

sumpah pada  pokoknya  menerangkan  sbb . . . . .

. . . . .  . . . . .

−Bahwa saks i  sebagai  mantu  Kabdulrahman sejak  Th 1975  ;
Bahwa penggugat  adalah  anak dari  Abdulrahman,  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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−Bahwa abdulrahman anak dari  H.Benu ;

−Bahwa saksi  belum pemah bertemu dengan  H. Benu ;

−Bahwa tanah  H. Benu ada  juga  di  Pemangkat  ;    

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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− Babwa FL Abdukahnian  pm& betperkara  di  pengadi l an  

nega i  dan  Pengadi l an  Agana soal  pa nbagian  was  ;

− Bahwa tanah  sengketa  bagjanl i  Abdulrahman ;

− Bahwa Abdul  Azis  pemah mengajukan  pemiohonan  penerbitan  

sert ip ikat  pada bulan  Mei 2010  bahwa kemudian  dije laskan  

atas  tanah  yang  dimohon telah  ada sert ip ikanya  sete lah  

menerima surat  keterangan  dari  Kantor  Pertanahan  ,

− Bahwa Uwak Mada pernah  di laporkan  soal  pemalsuan  
surat  waris  ; -

− Bahwa saksi  belum mengetahui  perkara  pidana  pemalsuan  

surat  tersebut  sudah dih en t i k a n  atau  t i d ak  ; -

2)  JAMAL yang  manberikan  keterangan  dibawah sumpab pada  

pokoknya  saks i  menerangkan  sbb ; __________________________

Bahwa saksi  mengetahui  tanah  yang  disengketakan  + 24 Ha 

adalah  tanah  waris

− Bahwa saksi  mengetahui  penggugat  pernah  mengajukan  

permohanan hak milik  kekantor  pertanahan  ;

− Bahwa kemudian  diketahui  tanah  yang  dimohon telah  terbi t  
sert ip ikat

• Bahwa diketahui  adanya  sert ip ikat  pada tanggal  27 Mei  

2010  yang  diserahkan  kepada  Abdul  Azis  kemudian  

diper l i ha tkan  kepada  saks i  ;  ____________________________

− Bahwa batas- batas  tanah  sengketa  adalah  dari  Sungai  

Ambawang sebelah  utara  Amur berbatasan  dengan  tanah  

jaksa,  Selatan  dengan  DUI.  AHMAD, Barat  berbatasan  

dengan  tanah  Zolki f l i  ; ______________________

Bahwa pemah dilaporkan  ke Poltabes  th  2008  ;

− Bahwa yang  di laporkan  Uwak Mada ;  ________

− Bahwa Abang  pengguga t  75kini  yang  melaporkan  ;
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− Bahwa yang  dilaporkan  adalah  Uwak Mada masalah  menjual  

tanah  di  jalan  T r a n s  Ka l i m a n t a n ,  S u n g a i  

Ambawan g  ; - - - - - - - -  Bahwa penggugat  pernah  

dipanggi l  sebagai  saksi  ;
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Menimbang ,  ba lm& cra t an i amen  TERGUGAT II  

Ins e r v en s i  t e l a h  modwri irkam 2 (dua)  meg Salmi  (fa lda )  masing-

masing  yang  bemama ; __________________________________________________

L ALM ANDREAS GINTING (PENYIDIK POLTABES)  yang  member i kan

keSerangan  dibawah sumpah pada pokoknya  menerangkan  sbb  ;

−Bahwa saks i  pada  Tahun 2009  pernah  menerima  laporan  ; ______

−Yang  melaporkan  ada l a h  M. Zain i  mengena i  pemal s u an  
sura t  ; - - -

−Terlapor  adalah  H .Mada ;

−Bahwa saks i  pernah  diserahkan  10  (sepuluh)  ser t ip ika t  
oleh  Tambok Bow ; -

−Bahwa kesepuluh  sert ip ika t  t idak  pernah  diper l iha tkan  
kepada  Abdul  Azis  ;—

−Bahwa tahun  2009  pernah  memanggi l  ± 30  orang  sebaga i  

saks i  termasuk  Abdul  A2iS  ;

− Bahwa Abdul  Azis  datang  bersama Zaini  karena  Zaini  yang  

menyimpan surat  tanah  ;

H.Mada  dan  Munzirin  mengaku  itu  tanahnya  dan  swat  

tersebut  dipegang  oleh  Abdul  Azis  ;  Objek  peny id i kan  

adalah  swat  swapradja  ;  

Bahwa saksi  pernah  memanggi l  Munzir in  kemudian  diproses  ,

−Bahwa saks i  pernah  menyita  swat  pernyataan  antara  

Munzir in  dengan  H. Maki  dan swat  pemyataan  ;

−Bahwa saks i  belum menetapkan  tersangka  ;  

−Bahwa perkembangan  selanjutnya  diteruskan  oleh  

Sunario ,S . i k ,  karena  saksi  dipindah  ke reskr im  tip ikor  

dan belum menetapkan  tersangka  ;

Bahwa dan basi l  pemeriksaan  tersebut  ;  h.benu  mempunyai  

tanah  ;- - - - - - - - - -  Bahwa Ithenu  mempunyai  t iga  orang  

is t r i  dan set iap  ada  anak- anaknya  ;- - - - - - -  H. Math dan  

Munzir in  anak dari  is tr i  ket iga  ;
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− Bahwa fakta  yang  terjadi  hanya  dan i  seorang  is tr i  yang  
memperoleh  warisan  ;–

−Bahwa swat  warisan  timbul  hanya  untuk  h.mada dan  

Munzirin  di  tanah  yang  disengketakan  di  Sungai  

Ambawang ;
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7- USMAN FAKIN (KAII  DUMAN) yaw asamber i an  be i e r a s g aa  

dibaarab  sump& pada  pokoknya  Ste  menerangkan  sbb  ; ______________

− Saksi  menerangkan  bahwa saksi  te lah  menjabat  sebagai  

kepada  Desa  Durian  Sudah 3 (t iga )  tahun  dan sampai  

sekarang . ;  

− saks i  menerangkan  saks i  kenal  dengan  H.  Mada ; - - - - - -

saksi  jugs  menerangkan  bahwa H. Mada mempunyai  tanah  di  

Desa  Durian  dan dulu  tinggal  diatas  tanahnya  dan punya  

rumah.; -

−  saks i   juga  menerangkan  bahwa diatas  tanah  tersebut  H.Mada  
menanam karet

d a n  b e r l a d a n g  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

− saksi  juga  menerangkan  bahwa tanah  yang  diakui  oleh  

Abdul  Azis  bin  H. Benu bukan diatas  tanah  mil ik  

Munzir in , t i dak  tennasuk  didalam tanah  perkara . ; - - - -

− saksi  juga  menerangkan  bahwa Abdul  Azis  bin  H.  

Abdurrahman tidak  pernah  menggamp dan atau  menguasai  

tanah  yang  di  sengketakan  ;

saks i  menerangkan  dan  menje la skan  sket  lokas i  yang  

diper l i ha tkan  oleh  Majel i s  Hakim dan  sket  lokas i  i tu  

benar  sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan,  Mau tanah  

yang  diakui  oleh  Abdul  Azis  Bin  FLAbdurahman  t idak  

termasuk  dilokas i  tanah  mil ik  Munzir in  yang  te lah  

dibagikan  ;

− saksi  juga  menerangkan  bahwa  WAHAB anak  dari  H.Benu  

pemil ik  asal  tanab  Munzir in .  Yang dikuasa i  sebelum tahun  

19S0.dan  diatas  tanah  tersebut  ada  rumah tempat  t ingga l  

orang  tuanya  Munzir in  dan  rumah tersebut  masih  ada  dan  

Abdul  Azis  bin  HAbdturahman salah  mengajukan  permohonan  

Hak  yang  bukan  diatas  tanah  waris ,  tetapi  mengajukan  
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permohonan  diatas  tanah  mil ik   Munzirin ,karena  kami  

selaku  Kepala  Desa  setempat  tahu  persi s  tentang  tanah -

tanah  yang  dimi l ik i  oleh  set iap  masyarakat  saya.  ;  Bahwa 

sket  lokas i  yang  dikeluarkan  oleh  Tergugat ,  berdasarkan  

penunjukan  Baths  yang  ditunjuk  oleh  ahl i  waris  H.Benu  

sewaktu  pengukuran  di lapangan  Dan  sket  lokas i  in i  

dibenarkan  oleh  saks i  sesua i  kenyataan  di lapangan  ; -
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Meninthang ,  Wawa di  peramps  Tagaga t  t i d ek  mengbad i aan  

saks i - saks i  walaupen  *dab  diber i  kesanpataa  umiak  ids  oh*  

Majel i s .  Hakim ;

Meninthang,  bahwa Majel i s  Hakim pada  tanggal  8  Oktober  2010  

te lah  melakukan  Panert i saan  Setempat  yang  termuat  di  dalam Beri ta  

Acara  Pers idangan  merupakan  bagian  yang  t idak  tapisahkan  dalam 

uraian  pert imbangan  ini  ;

Menimbang,  bahwa  balk  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  maupun 

Para  Tergugat  I I  hiervens i  ,  te lah  memberikan  pendapat  akhimya  

berupa  kes impulannya  pada  pers idangan  6 April  2011  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  

make  sega la  sesuatu  yang  termuat  di  dalam  Beri ta  Acara  

Pers idangan  merupakan  bagian  yang  t idak  terpi sahkan  dab=  uraian  

pert imbangan  putusan

Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  masing- masing  pihak  balk  

Penggugat  maupun  Tergugat  dan  Para  Tergugat  II  Intervens i  dalam 

perkara  ini  tidak  mengajukan  sesuatu  lagi  dan s e l a n j u t n y a  mohon 

pu t u s a n  ;   

Menimbang,  bahwa se lanju tnya  Majel i s  Hakim akan  memberikan  

pert imbangan  ban= dalam Perkara  ini  sebagai

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA  

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  

adalah  sebagaimana  yang  te lah  diura ikan  secara  lengkap  didalam  

duduknya  perkara  tersebut  diatas  ;- - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  objek  sengketa  dan  sedang  

dimohonkan  oleh  Penggugat  untuk  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  

serta  dicabut  kepada  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Pontianak  adalah  
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;

1)  SHM No.  1591  /  Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  

2007  No.  1257 ,  Luas  1136m2  a .  n.  MASUD'.  Yang 

di t e rb i t k an  pada  tangga l  19  November  2007 .  ( b u k t i  T 

I I  - 3 . 1  ) ; - - - - - - - -
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2) SHM No.  1599 /Deaa  Dunne ,  SU i i ng ega i  25  September  2007  

No.  1256 ,  lams  5741m2 a.n .  YULIANTI.  Wag 41merhi tkan  pada  

tanggal  19  November  2007.  (Bukt i  T-10)  ; _______________________

0) SHM No.  1601/Desa  Durian ,  SU tanggal  25  September  2007  No.  

1258,  Luas  1138m2 an.  HASMAWATI. Yang diterb i tkan  pada  

tanggal  19  November  2007.  (Bukt i  T-2)  ; -

1) SHM No.  1602/Desa  Durian ,  SU tanggal  25  September  2007  No.  
1259,  Luas  1139m2

an.  INDRA PRIBADI.  Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  
2007.  (bukt i  T-3

T II- 4- 3 )  ;

)  SHM No.1603 /D e s a  Dur ian , SU  tangga l  25  Sep t ember  2007  
No.1259 ,  Luas

1141m2 a.n .TAMBOK BOW, SR Yang di t e rb i t k an  pada  tangga l  19  
November

2007. (bukt i  T-4= T II  Int  - 1)  ;

)  SHM No.  1604 /De s a  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  
No.  1261 ,  Luas

1142m2 a.n .  LENY. Yang diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  
2007.  (  bukt i  T-5)  ; -

7) SHM No.  1605 /De sa  Durian ,  SU tangga l  25  September  

2007  No.  1262 ,  Luas  1110m2 a.n .  RAMLI.  A.  Yang diterb i tkan  

pada  tanggal  19  November  2007  ( .bukt i  T6)  ;

0) SHM No.1606  /  Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  

No.1263 ,  Luas  1013m2 a.n .  ASUAN bin  OIMIN.  Yang 

diterb i t kan  pada  tangga l  19  November  2007. (bukt i  T-7 )  ;

1) SHM No.  1607  /  Desa  Durian ,  SU tangga l  25  September  2007  

No.  1264 ,  Luas  1016m2 an .  JUMAEN. Yang di t e rb i t k an  pada  

tangga l  19  November  2007  (bukt i  T-8 = T II  Inv- 5- 2 )  ;

2) SHM No.1608/Desa  Durian ySU tanggal  25  September  2007  

No.1265 ,  Luas  1022m2 a.n .  SAMAT bin  NISAR.  Yang diterb i tkan  
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di dal am obj ek sengket a yai t u ;  Ser t i pi kat  Hak Mi l i k Nomor  1601 ( bukt i  T- 2) ,  Ser t i f i kat

pada tanggal  19  November  2007  (  bukti  T-

9 )  ;

Menimbang,  bahwa terkai t  adanya  nama pihak  ket iga  sebagaimana  
yang  tercantum
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Noni or  1604 ( T- 5) ,  Sat i f i kat  I bk I Manor  1605 ( 14) ,  Seni f i kat  Hak Mi bk

1606  (T- 7)  ,  Sert i f i k a t  Hak Mibl  NO11101r  1608  (1- 9) ,  Majel i s  
Hakim te lah  =mange

sebaga imma  yang  tercantumdi  dalam  Objek  sengke ta  a  

quo  untuk  diminta  dan  diber ikan  penje la san  mengenai  

hak- haknya  untuk  masuk  sebagai  pihak  da l am  s e n g k e t a  

4i1593 /HK.02 /V11 / 2010  Tertangga l  12  oktober  2010  kepada  
HASMAWATI,  re la s

Pertama No.  W2-TUN.4/15951HK.02N11/2010  Tertangga l  12  

Oktober  2010  LENY, re las  Panggi lan  Pertama No.  W2-

TUN.4/1596 /HK.02/V11/2010  Tertanggal
Oktober  2010  Kepada  BAKU A,  re l a s  Pangg i l an  Pertama  No.  

W2-TUN.4 /1597  02N11/2010  Tertangga l  12  Otober  2010  Kepada  

ASUAN  BIN  GIMIN,re la s s  Panggi lan  I  No.  W2-

TUN.4/1599/HICO2N11/2010  Tertanggal  12  Oktober  2010  Kepada  SAMAT 

NISAR  ,  dan  di l an j u t k an  kembal i  dengan  re l a s  Paagg i l a a  

Kedua  dan  ket i g a  ana  yang  ter lampir  di  dalam berkas  perkara  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  dipanggi l  sebanyak  3 (t iga )  kal i  secara  

patut  ,sesua i  relas

Ian  yang  te lah  diuraikan  diatas ,  ternyata  pemegang  sert i f i ka t  

objek  sengketa  atas  nama

MAWATI,  LENY,  RAMLLA, ASUAN BIN GIMIN,DAN SAMAT BIN NISAR

pernah  datang  di  pers idangan ,  dengan  demikian  Menurut  Majel i s  

Hakim pemegang

pikat  Hak Mil ik .  Nomor 1601,  SHM NO. 1604,  SHM Nomor 1605,  SHM 

Nomor 1606

Nomor 1608 ,  dianggap  te l ah  melepaskan  haknya  untuk  masuk dan  

membela

cpent ingannya  tersebut  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  yang  meminta  kepada  

Pengadi lan  Tata  baba  Negara  Pontianak  agar  objek  sengketa  
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dinyatakan  bata l  atau  t idak  sal t  serta  dicabut ,  Ieh  Tergugat  

dan  Para  Tergugat  II  intervens i  te lah  diajukan  ekseps i  sebelum  

memberikan  iwabannya  terhadap  pokok perkara  ;

Menimbang,  bahwa Ekseps i - ekseps i  yang  diajukan  oleh  Tergugat  dan  

Para  Tergugat

intervens i  pada  pokoknya  adalah  sama yai tu ;  mempersoa lkan  

mengenai  t idak  adanya

epent i n gan  Pengguga t  (Leg i t ima  persona  Stand i  in  jud i c i o  )  

Tenggang  waktu  dalam

Disclaimer
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maga s  ( l kw q  tenni* ,  gigues Peaggagat  kabari t idak  je las  (arrow awls)

Tata  Usaha  Negara  t idak  bawenang  mengadi l i  perkara  a quo (abso lu t

subjek  gugtaan  Penggugat  kurang  prink  (Plurium  li t i s  consort ium)  dan  

gugatan  pihak  (Error  in  subjekto)  seharusnya  yang  di  gugat  

adalah  Kepala  kantor  pertanahan  kubu  raya  dan  bukan  kepala  

kantor  pertanahan  kabupaten  Pontianak  ;

Menimbang,bahwa  sete lah  dipelajar i  eksepsi  Tergugat  

pada  pada  point  ke-  (5)  dan  i  Tergugat  II  Intervensi  I  pada  

point  ke (2)  sebagaimana  termuat  dalam jawaban,  serta

dari  Penggugat ,  Majel i s  Hakim berpendapat  ekseps i - ekseps i  
tersebut  te lah

yentuh  materi  Pokok sengketanya  (  bodem geschil  )  maka akan  

dipertimbangkan besamadengan pokok Perkaranya  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  adanya  eksepsi  dari  Tergugat  dan  

Para  Tergugat  H ensi  tersebut ,  maka sistematika  dari  

pertimbangan  hukum ini  adalah

I. Pertimbangan  Hukwn Tentang  Eksepsi  ;

Pertimbangan  Hukum tentang  Pokok  Perkara/sengketa  dengan  

pengecualian  jika  ekseps i  di to l ak  bare  Majel i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  pokok  perkara/sengketa ,  dan  

sebal iknya  jika  eksepsi  dari  Tergugat  atau  Para  Tergugat  

II  Interven  diterima  maka Majelis  Hakim tidak  perlu  lagi  

mempertimbangkan pokok perkaranya  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  mengikuti  sist imatika  tersebut  

dikes  Majeli s  Hakim selanjutnya  akan mempertimbangkan  eksepsi -

eksepsi  yang  diajukan  Tergugat  dan Para  Tergugat  II  Intervensi  

sebagai  berikut;

Daiwa Eksensi  :

Menimbang,  bahwa Undang- Undang  Nomor 5 Tatum 1986  Tentang  
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Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  pada Pasal  77 ayat  (1)  disebutkan  

bahwa  "  Eksepsi  tentang  kewenangan  absolut  Pen  Ilan  dapat  

diajukan  setiap  waktu  selama  pemeriksaan,  dan  meskipun  tidak  

ada eksepsi  tentang  kewenangan  absolut  Pengadilan  apabila  Hakim 

mengetahui  hal  itu,  is  karena
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jabatarmya  wajib  menyatakan  bahwa PengadiIan  t idak  berwenang  

mengodi l i  sengketa  yang  bersangkutan  " ; ____________________________

Selanjutnya  pada  ayat  (3)  menyebutkan  : ______

" Ekseps i  la in - la in  yang  t idak  mengenai  kewenangan  Pengadi lan  hanya  

dapat  diputus  bersama dengan  pokok  sengketa  " ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  77  ayat  (1)  dan  

ayat  (3)  tersebut  dia ta s ,  maka  Majel i s  Hakim  dar i  6  ke- enam 

ekseps i - ekseps i  yang  dia jukan  Tergugat  dan  Para  Tergugat  II  

Intervens i  yang  re l evan  untuk  diper t imbangkan  ter l eb i h  dahulu  

adalah  ekseps i  dar i  Tergugat  dan  Tergugat  II  Intervens i  1  dan  2  

yang  mempersoa lkan  mengenai  kewenangan  abs o l u t  Pengad i l a n  

dengan  per t imbangan  hukum s eb ag a i  ber i k u t  ;  

Menimbang,  bahwa argumentas i  hukum yang  dikemulca lcan  oleh  

Tergugat  dalam ekseps inya  pada  halaman 2 point  ke-  (4)  adalah  ;

Bahwa  Pengguga t  seharu s nya  mengajukan  guga t an  di  

Pengad i l a n  Agama  dikarenakan  Tanah  yang  menjadi  objek  gugatan  

adalah  tanah  kepemi l i kan  secara  bersama  yang  belum  terp i sah -

tersp i sah  yang  merupakan  basi l  dari  warisan  H.BENU bin  LABANJAK;-

Sedang l can  argumentas i  hukum,  Tergugat  II  Interven s i  2 s /d  5  
pada  poin t  ke  (2 )

adalah  ;

Bahwa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak  t idak  

mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadi l i  perkara  aquo,  

dalam pos i t a  angka  1,  2  dan  3  Penggugat  mendal i lkan  mempunyai  dan  

menguasai  sebidang  tanah  sebagai  warisan  yang  ter l e t ak  di  Jalan  

Trans  Kalimantan ,  Desa  Durian ,  Kecamatan  Sungai  Ambawang,  

Kabupaten  Kubu  Raya,  (dahulu  Kabupaten  Pont ianak)  dengan  ukuran  

panjang  400  depa  (720m)  dan lebar  150  depa  (270m) ,  bia s  + 194 . 4 00  

m2,  dengan  a la s  hak  ada lah  merupakan  bag i an  dar i  wari s an  
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Almarhum H.Abdurrahman  Bin  H.Benu  (or ang  tua  Pengguga t )  yang  

mana  untuk  membuktikan  kebenaran  ihwal  penguasaan  dan  

kepemil ikannya  ter l eb ih  dahulu  seharusnya  Pengguga t  mengajukan  

gugatan  di  Pengad i l a n  Neger i  sebaga imana  dimaksud  da lam  

keten tuan  pasa l  77  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l a n  Tata  Usaha
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL 37 dad 44,  HaL Fel ucca No.  27 /  G /  PTUN- PTK

tidak  dapat  tidat imw

Menimbang,  balms  tahadap  argumagas i  hukum dad pink  Tergugat  dan  
Tergugat

Intervens i  yang  berkenan  dengan  ekseps i  mengenai  kompetens i  
abso lu t  ters ebut  te lah

oleh  Penggugat  sebagaimana  yang  termuat  dalam  repl iknya  atas  

jawaban  Tergugat  bagman 1 point  ke  - 4 Tertanggal  21  Desember  2010  

dan  repl ik  atas  jawaban  Tergugat  I I  ensi  2  s/d  5  pada  halaman  1  

pada  poni t  ke  2.  Tertanggal  12  Januari  2011  yang  pada  pokoknya  

menolak  ekseps i  tersebut  adalah  ;

Menimbang,  bahwa Apakah ekseps i  dari  Tergugat  dan Tergugat  II  

intervens i  2 s/d  5 tersebut  beralasan  menurut  hukum,  Majel i s  Hakim 

akan mempert imbangkannya  sebagai  berikut  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sert ip ika t  tanah  memilik i  sis i  

ganda  sepert i  mata  uang  logam  yang  mempunyai  dua  si s i ,  disa tu  

si s i  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  pada  sis i  yang  la in  

sebagai  tanda  bukti  hak  keperdataan  atau  tanda  hak  kepemil ikan  

seseorang  atas  tanah  seh ingga  sex ing  ter jad i  persoa l an  t i t i k  

s inggung  dalam  pemeriksaannya  antara  kewenangan  Hakim 

Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  dengan  Hakim 

perdata ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa maka un t u k  men i l a i  apakah  Perk a r a  
Nomor  :

27/G/2010 .PTUN.PTK  merupakan  sengketa  kewarisan  yang  menjadi  

wewenang  Peradi lan  Agama atau  kepemi l i kan  yang  menjadi  wewenang  

Peradi l an  Umum  atau  mempakan  sengketa  Adminis tras i  yang  

merupakan  wewenang  dari  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara,  maka  yang  

menjadi  acuannya  adalah  objek  sengketa  dan  pokok  dalam 
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sengketanya  ( Objektum  L i d s  )  d i  d a l a m  g u g a t a n  p e r k a r a  

a  q u o ;  

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  1  Undang- undang  

Nomor 51  Tabun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor 5 Tahun 1986  Tentang  Peradi lan  Tata  Usaha  Negara,  pada  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Butir  Ire  - 9  &sciat i c :1 s  Keputusan  Tata  usaha  Naew adalah  " suatu  

penetapan  tertuf i s  yang  thie luarkan  oleh  Badan  ala i  1Pcjahat  Tata  

Usaha  Negara  yang  beri s i  t indakan  hukum Tata  Unita  Negara  yang  

badasarkan  palgunat  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bers i fa t  

konkret ,  indiv idua l  dan f ina l ,  yang  menimbulkan  akibat  hukum bagi  

seseorang  atau  badan  hukum perdata  ;  Selanjutnya  pada  butir  ke  - 10  

"yang  dimaksud  dengan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  

yang  t imbal  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang  atau  

badan  hukum perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  

baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negate  ;

Menimbang,  bahwa dari  rumen Pasal  1 butir  ke  9 jo  butir  ke  

10  Undang- undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradi lan  Tata  

Usaha  Negara ,  sebagaimana  yang  te lah  dipaparkan  tersebut  dia ta s  

dihubungkan  dengan  objek  gugatan  a quo  berupa  Ser t i p i k a t  f l ak  

Mil ik  No.  1591 /Desa  Durian ,  a .n .  MASUDI.  (bukt i  T II  - 3.1  )  

SHM No.  1599 /Desa  Durian  a.n .  YULIANT1.  (  Bukti  T-10  ) ,SHM No.  

1601/Desa  Durian  an.  HASMAWATI.  (Bukt i  T-2)  SHM No.  1602 /Desa  

Durian  an.  INDRA PRIBADI.  .  (bukt i  T- 3  =  T 11- 4- 3  )  SHM 

No.I603 /Desa  Durian,  a.n .TAMBUK BOW, SH.  (bukt i  T-4=  T 11  Int  

- 1)SHM No.  1604/Desa  Durian ,  an.  LENY.  (  bukt i  T-5)  SUM No.  

1605/Desa  Durian ,a .n .  RAMLI.  A.  ( .bukt i  T-6  )  SHM No.1606 /Desa  

Durian ,  an.  ASUAN bin  GIMIN.(bukt i  T- 7  )SHM No.  1607/Desa  

Durian ,  a.n .  JUMAEN. (bukt i  T-8 = T II  Inv- 5- 2 )  SHM No.1608/Desa  

Durian  ,  a.n .  SAMAT bin  NISAR.  (  bukt i  T- 9  )  menurut  pendapat  

Majel i s  Hakim sura t  keputusan  in  l i t i s  merupakan  Keputusan  Tata  

Disclaimer
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Usaha  Negara  yang  te lah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  

Pasal  1 butir  ke-  9 Undang- Undang Nomor 51 Tabun 2009  yang  bers i fa t  

konkri t ,  indiv idual  dan final  ;

Menimbang,  bahwa se lanjutnya  yang  mendasari  alasan  gugatan  

Penggugat  untuk  minta  dibata lkannya  atau  dinyatakan  t idak  sah  

serta  dicabutnya  Surat  keputusan  objek  sengketa  dapat  dis impulkan  

sebagai  berikut  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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HaL 39 dad 48 HaL Put man Na 27 /  G /  2010 /  PTUN- PTK

•••••••••••••••••••••••••H.  BENU,  yang  semina l  Magma niamparya i  aor ta  ata s  bebaapa  

bidang  iamb

yang  =rumba t an ah  was  yang  th l u s a s a i  o l e h  ILABDURRAHMAN- 

b in

H.  BENU, dan sampai  sekarang  di lan ju tkan  atau  di t e ru skan  oleh  

Ahl i  Waris  nya

Yaitu  Penggugat  ;

Bahwa tanah  Penggugat  sebaga imana  dimaksud  diatas  ter l e t ak  di  

Jean  Trans  Kalimantan ,  Desa  Dorian ,  Kecamatan  Sungai  Ambawang,  

Kabupaten  Kuhn  Raya,  (dahulu  Kabupaten  Pont ianak)  dengan  

ukuran  Panjang  400  depa  (720  m) dan Lebar  150  depa  (270  in) ,  

Luas  f  194 .400  m2 ,  dengan  batas - batas  tanah  sebaga i  berikut:

Utara  berbatasan  dengan  Sungai  Ambawang dan kebun sagu  ; ______

Selatan  berbatasan  dengan  kebun orang  jepang  ;

Barat ,  berbatasan  dengan  H. Benu ;

Timur,  berbatasan  dengan  tanah  HA. Gani  ;  Bahwa tanah  Pengguga t  

sebaga imana  dimaksud  dia t a s  asa l n y a  dipe r o l e h  berdasarkan:

a. Surat  Jual  Bel l  tanggal  24 Apri l  1919;

0. Surat  Penyerahan  tanggal  19 Februari  1920  ;  c  Surat  Jual  

Bel i  tangga i  12  Oktober  1936;  

Kemudian  bidang- bidang  f a / T a b    ter s ebu t  merupakan  bagian  

dar i  Almarhum H. ABDURRAHMAN bin  H. BENU (orangtua  Penggugat)  

berdasarkan:

a. Surat  Keterangan  Perdarnaian  dalam  perkara  perdata  No.  

20/1951  .Perdata ,  Tanggal  9  Februar i  1951,  yang  dibuat  

dihadapan  Pani tera  Pengadi lan  Neger i  Pontianak  pada  tanggal  

19 November  19514-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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0. Swat  Keterangan  Pembagian  berdasarkan  Swat  Keputusan  Perdamaian  

Perkara  Perdata  tanggal  15  November  1951  No.  20/1951 .  Perdata  

pada  tanggal  3 Desember  1951. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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C.  Surat  Keputus in  Kewari sau  Na 124 /1972  tango*  19  
Desanber1972  Pengadi l an

Agana / Syurrah  Poutianak; _____________________________

d.  Surat  Pendapan  PeugadiIan  AgamalMahkamah Syari ' ah  

Pont ianak  No.  46/1976

tentang  Penetapan  waris  tanggal  23  Maret  1976. ;  Bahwa atas  

dasar  kepemi l ikan  tanah  bekas  mil ik  adat  dimaksud  dia ta s ,  

temudian  pada  tangga l  14  Desember  2009 ,  Penggugat  

mengajukan  Permohonan  Hak  Mil ik  dan  se l an ju tnya ,  pada  

tangga l  11  Apri l  2010  Penggugat  menyampaikan  sura t ,  

per iha l  in formas i  ala s  permohonan  tanah  penggugat ,  yang  

kemudian  di t i ndak  lanjut i  dan  dijawab  oleh  Tergugat  dengan  

surat  Nomor:  570- 6541.13 - 2010,  periha l  Informas i  pada  tanggal  

27  Mei  2010  yang  ditu jukan  kepada  Penggugat  yang  pada  

pokoknya  menyampaikan  bahwa:  Terhadap  objek  tanah  yang  

dimohonkan  Sert i f i k a t  Hak Mil ik  alas  tanah  yang  ber l oka s i  

d i  Sunga i  Ambawang ,  Desa  Durian ,  Dusun  Se l a ,  sebag i a n  

t e l a h  diterbi tkan  Sert ip ikat  Hak Milik  alas  tanah.berdasarkan  

ajudikas i  ;  Bahwa  penerbi tan  Sert ip ikat  Hak  Milik  tersebut  

tanpa  sepengetahuan  Penggugat  dan  tanpa  adanya  pemberi tahuan  

kepada  Penggugat ,  ser ta  Penggugat ,  t idak  pemah  berhubungan  

dengan  orang- orang  yang  namanya  sebaga i  pemegang  hak  mil ik  

dimaksud.  Dengan  demikian  t indakan  yang  di lakukan  oleh  

Tergugat  yang  te lah  menerbi tkan  Sert ip ika t  Hak Milik  dimaksud  

diatas  te lah  menyalahi  atau  melanggar  ke t e n t u a n  Undang -

Undang  s e b a g a im an a  d imak sud  s e b a g a i  be r i k u t :  

a. Pasal  2 dan Pasal  3,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun  
1997, ;

b. Peraturan  Menter i  Agrar ia /Badan  Pertanahan  Nasiona l  Nomor  
3 Tahun 1997

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tentang  Pendaftaran  tanah.;

Bahwa  keputusan  Tergugat  yang  te l ah  menerb i tkan  

Sert i p i k a t  Hak Mil ik  sebagaimana  dimaksud  pada  posi ta  diatas ,  

se la in  te lah  melanggar  Azas  Kecermatan  dan Azas  Kete l i t i a n  ser ta  

dengan  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  

sebagaimana  dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a  

dan  b  Undang- Uwlang  Nomor  9  tahun  2004  Tentang  Peradi lan  Tata  

Usaha  Negara.  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Menimbang,  Nahum bal ir  Tergiaget  maupun  Para  Tergugat  II  

Intervens i  menolak  dengan  tegas  dali l - dali l  gugatan  Penggugat  

tersebut  sebagaimana  yang  termuat  didalam  surat  jawabannya  masing-

masin& dan untuk  meringkas  uraian  pert imbangan  Putusan  ini  dan tidak  

mengulang - ngulang  lag i  hal  yang  sama,  mengena i  i s i  

bantahan  dar i  Tergugat  dan  Para  Tergugat  II  Intervens i  atas  

gugatan  Penggugat  tersebut  tidak  perlu  diuraikan  lagi  dalam  

pertimbangan  hukum ini  karena  sudah  tercantum dan dapat  dibaca  secara  

lengkap  pada bagian  duduknya  perkara  tersebut  diatas  ;

Menimbang,bahwa  untuk  membuktikan  aspek  kepemil ikannya  alas  

tanah  Penggugat  te lah  mengajukan  swat  bukti  dalam pers idangan  yaitu  

Surat  Jual  Bel l  tanggal  24  Apri l  1919;  bukt i  P- 3  A  Swat  

Penyerahan  tangga l  19  Februar i1920  bukt i  P- 4. ;  dan  Surat  Jual  

Bel l  tanggai  12  Oktober  1936  bukti  P- 5 ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  II  Intervens i  1  untuk  

membuktikan  dari  aspek  kepemil ikannya  tersebut  te lah  mengajukan  

bukt i  swat  berupa  SHM No.1603/Desa  Durian ,  SU  tangga l  25  

September  2007  No.1259 ,  Lams  1141m2  a.n .TAMBUK BOW, SH.  yang  

diterb i tkan  pada  tanggal  19  November  2007. (bukt i  T-4= T II  Int  1)  

;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dari  aspek  

kepemil ikannya  tersebut  Tergugat  II  Intervens i  2 ski  5 mengajukan  

bukti  swat  berupa  ;

Sert ip ika t  f lak  Mil ik  No.  1591/Desa  Damian,  am.  MASUDI.  (bukt i  T 

II  - 3.1  )  SHM No.  1599/Desa  Durian  a.n .  YULIANT1.  (Bukt i  T-10  )

SHM No.  1602/Desa  Durian  a.n .  INDRA PRIBADI.  .  (bukt i  T-3=T 11- 4-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3)  SHM NO.1670  /Desa  Damian  alas  name Jumaen (  bukt i  T8= T Il lny -

5- 2 )  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  keahl iwar i sannnya  

sebagai  Will  warts  Almarhum H.Abdurrahman  bin  H Benu  Penggugat  

te lah  mengajukan  bukti  swat  dalam pers idangan  berupa
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Perdamaian  daiam  pedura  perdata  No.  20/1951  .Perdata ,  

Tanggal  9  Februari  1951,  yang  dibuat  dihadapan  Panitera  

Pengadi lan  Negeri  Pontianak  pada  Tanggal  19  November  1951.

(bukti  P- 6)  ;  Surat  Keterangan  Pembagian  berdasarkan  Surat  Keputusan  

Perdamaian  Perkara  Perdata  tangga l  15  November  1951  No.  20/1951 .  

Perda t a  pada  Tanggal  3 Desember  1951.  (  Bu k t i  P - 7 )  ;  

Surat  Keputusan  Kewarisan  No.  124/1972  tanggal  19  Desember1972  

Pengadi l an  Agama/Mahkamah  Syar i ' a h  Pont i anak  (buk t i  P- 1) . ;  

d.  Sura t  Penetapan  Pengadi l an  Agama/Mahkamah  Syar i ' a h  Pont i anak  No.  

46/1976  Tentang  Penetapan  waris  tanggal  23 Maret  1976.  (Bukt i  P- 2)  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan ,  jawaban  repl ik dan  hash  pemeriksaan

terhadap  bukt i - bukt i  sura t , d an  kete rangan  saks i - saks i  di  pers idangan ,  

Majel i s  Hakim  menemukan  fak ta - fak ta  hukum  dipe r s i d angan  sebaga i  

ber iku t  ;  

1. Bahwa Penggugat  adalah  ahli  waris  dan  almarhum H.Abdurrahman  bin  H Benu ;  

yang  dikua tkan  oleh  kete rangan  saks i  dibawah  sumpah  yang  bernama  

H.GUSTI  ZAINI  TAMZID yang  menerangkan  bahwa  Penggugat  adalah  anak  dar i  

H.Aburrahman  bin  H Benu,  Bahwa (almarhum)  Abudurrahman  bin  H.Benu  semasa  

hidupnya  mempunyai  tanah  yang  merupakan  tanah  warisan  yang  dikuasai  oleh  

(Alm)  H.Abudurrahrnan  yang  sekarang  dite ruskan  kepada  ahl i  warisnya  yaitu  

Penggugat  yang  ter le t ak  di  desa  durian

2. Bahwa,  tanah  Penggugat  yang  ter l e t ak  di  desa  durian ,kecamatan  sungai  

Ambawang  tersebu t  dipero leh  dar i  jual  bel i  dan  penyerahan  (  bukt i  P- 3,  

P - 3A,  bukt i  P4,  P- 4 A,bukt i  P- 5 ;

3. Bahwa  bahwa  M. Zaini  AR abang  Penggugat  pernah  melaporkan  H.  Marla  

bin  H .Benu  (  Terlapor)  berkai tan  dengan  adanya  dugaan  pembuatan  surat  

palsu  diduga  dilakukan  oleh  H.  Mada,dkk  yang  dipergunakan  sebagai  alas  

hak  memohon  ser t i f i k a t  tanah  di  dusun  sela  desa  durian  ,  kecamatan  
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sungai  ambawang,  kabupaten  kubu  raya  sehingga  diterbi tkan  di te rb i t k an  

sebanyak  10  (sepu luh )  Ser t i f i k a t  Tanah  Hak  Milik  objek  sengke ta  

melalu i
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Pani t i a  aj tah l a s i  pertanahan  yang  chluntkan  deb  keteramgan  

saks i  dibawah  sumpah  yang  bemama Aiptu  Andreas  Ginting ,SH  yang  

menerangkan  bahwa  dari  basi l  penyidikan  te rdapa t  fak t a - fak t a  

;H.BENU BIN LABANJAK MEMPUNYAI TANAH DAN MEMPUNYAI 3  (TIGA)  

ORANG ISTRI  ,SETIAP  ISTRI  MEMILIKI  ANAK NAMUN  FAKTA YANG 

TERJADI  HANYA SEORANG ISTRI  YANG MEMPEROLEH WARISAN DAN 

SURAT WARISAN TIMBUL HANYA UNTUK H.MADA DAN MUZIRIN DITANAH 

YANG  DISENGKETAKAN  DI  SUNGAI  AMBAWANG (  bukt i  T - 1  

b e s e r t a  l a m p i r a n  d a n  b u k t i  T  I I  2 - 5 -

5 ; )  

4.  Bahwa tersangka  pemalsuan  tersebut  adalah  sdr  Munzir in  bin  

Abdul  Wahab (bukt i  T II  Intervens i - 4,5 ,6  )  ;

5  Bahwa dar i  bukt i  sura t  T- 11  s /d  bukt i  T- 19  asa l  pers i l  tanah  

yang  dimi l i k i  oleh  Pam Tergugat  II  Intervens i  adalah  berasa l  

dari  Tanah negara  ;

6. Bahwa dari  bukt i  T- 13  Tergugat  II  

Intervens i  penyerahan  dengan  

1 mempero leh  tanah  ter s ebu t  
mela lu i

2 mempero l eh  tanah  ter s ebu t  
mela lu i

penyerahan  dengan  gant i  rugi  dari  Jumaen - - - - - -

8. Bahwa dari  bukt i  T-17  Tergugat  II  Intervens i  3 memperoleh  tanah  

melalu i  penggarapan  tanah  negara  sejak  TH 1980  tanpa  surat  

menyurat  ;

9. Bahwa dar i  bukt i  T- 12  Tergugat  II  Intervens i  4 memperoleh  

tanah  ter s ebu t  mela lu i  penyerahan  dengan  gant i  rugi  dari  jumaen  

;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta - fakta  tersebut  ,  Majel i s  Hakim 

dapat  menyimpulkan  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  pembuktian  yang  

diajukan  oleh  masing- masing  pihak  baik  i tu  Penggugat ,  Tergugat  dan  
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Pam  Tergugat  II  Interven s i  adalah  menyangkut  pembukt ian  

kepemi l i kan  atas  tanah ,  dimana  Penggugat  se laku  ahl i  waris  (Alm)  

H.Abdurrahman  bin  H Benu  mendal i l k a n  sebaga i  pemi l i k  yang  sah  

ata s  tanah  yang  te r l e t a k  di  ja l an  Trans  Kal imantan ,d e s a  

dur ian ,k e c  sunga i  ambawang,kabupaten  kubu  raya ,  yang  dibukt i kan  

berdasarkan  Surat  Jual  Bel i  tangga l  24  Apri l  1919  dan  Surat  Jual  

Bel l  tangga l  12  Oktober
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1936  serta  Paryeraban  Tanggai  19  Februari  1920  (  suibugaimos  yang  tal iapat  

n ird  P- 3 ,  P- 4,  P-5 )  sedangkan  Para  Tergugat  II  htervensi  mendali lkan  juga  

sebagai  pemilik  yang  sah  alas  tanah  tersebut  berdasarkan  pemberian  hak atas  tanah  

Negara  yang  diperoleh  berdasarkan  penyerahan  dengan  ganti  rugi  (  sebagaimana  

bukti  T-11,bukti  T-13,bukti  T-19 bukti ,T- 17 bukti ,T- 12 )  ;

Menimbang,  bahwa  sesua i  Jur i sp rudens i  te tap  Mahkamah Agung  

Republ ik  Indones i a  ;

Nomor :  88 K/ TUN /  1993  Tanggal  7 September  1994  ;- - - - - - -

Nomor :  93 K/ TUN /  1996  Tanggal  24 Pebruar i  1998  ;

Nomor :  16 K/ TUN /  2000  Tanggal  28 Pebruar i  2001  ;

Nomor :  140 K/ TUN /  2003  Tanggal  8 Oktober  2003  ;

Yang mana  dari  Jurispnidens i  tetap  tersebut  mengangkat  kaidah  hukum 

sebagai  berikut  "  Meskipm  sengketa  ter jadi  akibat  ciar i  adanya  surat  

Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tetapi  jika  dalam  proses  pembuktian  

perkara  tersebut  menyangkut  adanya  pembuktian  hak  kepemil ikan  atas  tanah  

,maka  gugatan  atas  sengketa  tersebut  hams  diajukan  ter leb ih  dahulu  ke  

Perad i l a n  Umum karena  merupakan  sengke ta  Perda t a  ";  

Menimbang,  bahwa  jurisprudensi  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  

T.J.Buys  yang  dikut ip  dari  buku  karangan  Prof .  DR Sjahran  Basah  SH.,CN  

yang  berjudul  Eksis tens i  dan  Tolok  ukur  Badan  peradi lan  adminis t ras i  di  

Indonesia ,penerb i t  Alumni  /  1997  /  Bandung  hal.177  )  yang  mengatakan  ;  

bahwa  ukuran  menentukan  kewenangan  antara  Pengadi lan  perdata  dan  

Pengadilan  Administras i  yang  berhak  memerilcsa  serta  memutus  suatu  perkara  

d i t e t a p k a n  o l e h  to l a k  uku r  Objek t um  Li t i s  a t a u  pokok  da l am  

sengk e t a  ;  

Menimbang,  bahwa  dengan  mengikut i  yurisprudensi  serta  fakta- fakta  

dipers idangan  bahwa  dalam  perkara  a  quo  pembuktian  yang  diajukan  oleh  

mosing- masing  pihak  baik  itu  Penggugat ,Te rguga t , dan  Para  Tergugat  i t  

inte rvens i  adalah  menyangkut  pembukt ian  kepemil ikan  atas  tanah  dimana  
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Penggugat  selaku  ahli  warts  dari  (Alm)  Abdulrahman  bin  H.Benu  mendal i lkan  

sebagai  pemil ik  yang  sah  atas  tanah  sengketa  yang  ter le t ak  di  ja lan
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r am Kal i mant an Acsa dar i nkAuxammt na song* at ai  bal m r apt  yang

di t er i ma ;

lehnya  melalu i  jual  bel l  Tanggal  24  Apri l  1919  dan jual  bel l  

Tanggal  12  Oktober  1936

penyerahan  Tangga l  19  februar i  1920  , s edangkan  Para  Tergugat  

II  Inte rv en s i

sebagai  pemil ik  yang  sah  atas  tanah  a quo berdasarkan  pemberian  hak  

alas  tanah

negara  yang  diperoleh  dari  penyerahan  dengan  gant i  rugi

Bahwa  oleh  karena  pembuktian  yang  diajukan  oleh  masing-

masing  pihak  adalah  menyangkut  pembuktian  kepemil ikan  atas  tanah  

oleh  karena  itu  haruslah  diputuskan  ter leb ih  dahulu  mengenai  

s iapakah  pihak- pihak  yang  berhak  alas  tanah  tersebut  dimana  

surat  keputusan  objek  sengketa  a quo  diterb i tkan  oleh  Tergugat ,  

melalu i  gugatan  perdata  di  pe r a d i l a n  umum ;  

Menimbang,  bahwa  Menurut  Majel i s  Hakim  adanya  fakta  

pennasalahan  pembuatan  surat  palsu  yang  kemudian  dipergunakan  

sebagai  alas  hak untuk  mengajukan  permohonan  penerbi tan  sert i f i ka t  

tanah  ,yang  merupakan  Milik  ahl i  waris  (aim)  H Abudurrahman bin  

H.Benu  yang  ter l e t ak  di  dusun  se la ,  desa  dunan  ,  kecamatan  

sungai  ambawang,kabupaten  Kubu  Raya  yang  te lah  diterb i tkan  

sebanyak  10  (sepuluh)  sert i f i k a t  yang  sekarang  menjadi  objek  

sengketa  in  l i t i s  ,  hal  i tu  merupakan  persoa lan  hukum 

pendahualan  yang  harus  dijawab  ter leb ih  dahulu  ke  muka  Hakim 

pidana,sebe lum  menila i  adanya  cacat  yuridis  dalam  prosedur  

penerbi tan  surat  keputusan  a  quo  ,  sete l ah  ada  keje la san  

mengenai  hal  tersebut  barulah  Penggugat  dapat  mengajukan  

permohonan  pembatalan  langsung  kepada  kepala  Kantor  Pertanahan  

Kabupaten  Pontianak,  karena  sert ip ika t  objek  sengketa  te lah  
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diterb i tkan  Bari  data  yang  kel i ru  (  Palsu  ) ,  kemudian  apabi la  

kepala  kantor  pertanahan  kabupaten  Pontianak  menolak  permohonan  

Penggugat  tersebut  ,maka  keputusan  penolakannya  dapat  di  gugat  

melalui  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara;

Menimbang,  bahwa  dari  pert imbangan  hukum tersebut  diatas  

maka ekseps i  dari  Tergugat  dan  Para  Tergugat  II  Intervens i  yang  

mempersoalkan  mengenai  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  th i nk  

berwenang  mengadi l i  perkara  a quo te lah  bera lasan  hukum untuk
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MENGADIL I :

Dalam asepsi:              

Menerima Eksepsi  dari  Tergugat  dan Para  
Tergugat  II  Intervens i - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara:  

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t idak  dapat  
diter ima  ;

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp 4.233 .500 . -  (  Empat  

juts  dua ratus  t iga  puluh  t iga  ribu  l ima  

ratus  rupiah  )  ;

Demikian  di  Putuskan  dalam  rapat  

permusyawaratan  Majel i s  Hakim pada  Hari  RABU 

Tanggal  20  APRIL 2011  oleh  kami  ;  UNDANG 

SAEPUDIN,SH  se l aku  Hakim  Ketua  Majel i s ,  

MULA HAPOSAN SIRAIT,  SH,MH dan  MURSALIN 

NADJIB,SH  masing masing  se laku  Hakim 

Anggota ,  Putusan  mana  diucapkan  dalam 

Pers idangan  yang  terbuka  untuk  umum pada  

Hari  RABU Tanggal ,  20  APRIL  2011  oleh  

Majel i s  Hakim tersebut  diatas  dengan  dibantu  

oleh  EDI  SUWARTO,SH  sebagai  Panitera  

Penggant i  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  

Pont ianak  dengan  dihadir i  oleh  Kuasa  Hukum 

Penggugat  ,  Kuasa  Tergugat  ser ta  Kuasa  

Tergugat  II  Intervens i  1  dan  Kilns    

Tergugat  II  Intervens i  2 sampai  dengan  5 ;  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULA HAPOSAN SI RAI T,  SH. , MH.

URSALI N NADJI B,  SH.

UNDANG SAEPUDIN,  SH.

PANITERA PENGGANTI

EDI SUWARTO, SH.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                               Rincian  Biaya  
Perkara  27/G/2010 /PTUN- PTK  

Biaya  Daftar  Perkara :  Rp.  
30 . 0 0 0 , -

Biaya  Surat  Panggi lan :  Rp.  
1.177 .500 , -

Biaya  PS :  Rp.  3.000 .000 , -

Biaya  Materai   :  Rp.   18 . 0 0 0 , -

Biaya  Redaksi :  Rp.  
5 .000 , -

Biaya  Leges :  Rp.  
3 .000 , -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  Rp.  4.233 .500 , -

(Empat  Juta  Dua Ratus  Tiga  Puluh  Tiga  Ribu  
Lima Ratus  Rupiah) .
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